
a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban clan 
kelancaran pelaksanaan keg.iatan/ pekerjaan di 
Kabupaten Karanganyar make Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan/ Pekcrjaan Bagi Organisasi 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraruran Bupati 
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 lentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan bagi Organisasi 
Perangkat Dacrah Tahun Anggaran 2017; 

l. Undang-Undang Nomor 1.3 Tahun 1950 tentang 
Pemberuukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provins! Jawa Tcngah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 552'0); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679Ji 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2_017 tenra:ngTJhasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia a un 
2017 Nornor l l , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 60181; 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Mas) arakat Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3955) sebagarmana tclah diubah beberapa kali 
ierakhir dengan Pcraturan Perneriruah Nomor 92 Tahun 
20 IO ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 2~ Tahun 2000 tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3956) 
sebagairnana iclah diubah dengan Peraturan Pernenntah 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan alas 
Peraturan Pcrneriruah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan .Jasa Konsiruksi (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

9. Peraturan Pemeriruah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembmaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3957); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambaban Le.mbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5533); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 rentang 
Pengadaan Barang/Jm,a Pcmerintah, sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 teniang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Preslden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3681 Tarnbahan 
Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 56'12); 

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaa:n Keuangan 
Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Pcraturan Mcrueri Dalam Negerl Nomor 21 
Tahun 2011. ten tang Perubahan Kedua atas Pcraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



5) Dalam rangka pcrcepatan pelaksanaan pengadaan 
pekerjaan jasa konstruksr, pcnyusunan dokurncn 
perencanaan pekcrjaan jasa kontruksi dapat dilakukan 
oleh Kepala Perangkat Daerah atau dilakukan oleh 
penyedla jasa perencana konstruksi dengan kctentuan: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalarn Pcraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 91 Tahun 20 lo ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah 
Tahun Anggaran 2017 [Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebagai berikut: 

1. Ketencuan Lampiran Romawi I huruf B angka 2 huruf f 
angka 5) huruf c), huruf d}, dan huruf e) dihapus, dan 
diantara huruf b) dan huruf c) disisipkan 1 {sa.tu) huruf 
yakni huruf ba), sehmgga angka 5) berbunyi sebagai 
berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 91 TAHUN 
2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEGI/\TAN/PEKERJAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH TAIIUN ANGG/\Ht\N 2017. 

MEMUTUSKJ\N 

14. Peraturan Merueri Pekerjaan Umum 
Nomor 45/PRT/M '2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

15. Peraturan Menter: Pckerjaan Umum Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pedornan Persyaratan Pemberian 
lzin Usaha Jasa Konstruksi; 

16. Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umum Nomor 
7 / PRT /M/2011 Tahun 2011 iemang Standar Pedornan 
Pengadaan Jasa Konstruksi clan Konsultansi 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Numor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umum Nornor 
7/PR:f'/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi; 

17. Peraturan Men ten Pckerjaan Lrnurn Nomor 8 
Tahun 2011 ten tang Pcmbagian Klasifikasi dan Sub 
Klasifikasi Usaha Jasn Konstruksi; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 
Tahun 2016 tentang I'edoman Pengelolaan Barang Mihk 
Dae rah; 

19. Peraruran Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 
Tahun 2016 ieruang Pcmbenrukan dan Susunan 
Perangkai Daerah tLembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 67); 

20. Peraiuran Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 
lcnlang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi 
Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 20 J 7 
(Berita Dacrah Kabupatcn Karanganyar Tahun 2016 
Nomor 9 l); 

Mcnetapkan 



' ' 

a) Penyedia jasa perencana konsc.ruksi dapat 
perseorangan ahli maupun badan hukum yang 
kompeten dan memiliki kualifikasi yang 
dipersyaratkan aiau dllakukan oleh peran~kat 
daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan 
umum; 

b) Keluaran akhir perencanaan konstruksi meliputi 
dokumen perencanaan berupa · Gambar Rencana 
Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), 
RAB (Enginermg Estimate) dan Daftar Volume 
Pekerjan (BQ) yang dlsusun sesuai ketentuan; 

ba) Perencanaan yang dibuat oleh Kepala Perangkat 
Daerah disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Pcnataan Ruang; 

c) Dihapus; 
d) Dihapus; 
eJ Dihapus. 

2. Ketentuan Lampiran Romawi I huruf B angka 2 huruf j 
angka 7) diubah, sehingga angka 7 berbunyi sebagai 
berikut: 
7) Pekerjaaan konstruksi dengan nilai 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima rarus juta 
rupiah) ke atas dapal mcnggunakan jasa konsultan 
pengawas. 

3. Ketentuan Larnpiran Romawi I huruf C angka 5 huruf a 
dan huruf c angka 2) diubah, huruf b dan huruf c 
angka 4} dihapus, schingga angka 5 berbunyi sebagai 
berikut: 
5. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran: 

a. PA rnenyusun dan menetapkan rencana 
penganggaran pengadaan barang/jasa yang 
terdiri atas: biaya barang/jasa iru sendiri. biaya 
perencanaan, biaya pendukung dan biaya 
adrninistrasi ) ang dlperlukan untuk pelaksanaan 
proses pengadaan sesuai dengan peraturan 
perundang-unda ngan: 

b. Dihapus. 
c. Biaya adrrunisirasi terdiri dari. 

I) biaya pcngumurnan pcngadaan: 
2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan 

rnisalnya. PA/KPA, PPK, ULP/Pcjabal 
Pcngadaan. pengawas lapangan, 
Panilia/Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

3) biaya survei lapangan/pasar; 
4) Dihapus; 
5) biaya peoggandaan Dokumen Pengadaan 

Ba rang/ J asa; 
6) Biaya ATK, makan rninum rapat: dan 
7) biaya lainnya yang diperlukan untuk 

mendukung pclaksanaan pengadaan 
barang/jasa, antara lain : biaya pendapat 
ahli hukum kontrak, dan biaya uji coba. 

d. Binya adrmrustrasi uruuk kegiatan/pekcrjaan 
yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 
yang akan datarig narnun proses pengadaannya 
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Salinan sesuai dcngan aslinya 
Sl!:Kl~ETARJAT DAERAH 

l<ABUPATB;N KARANCANYAR 
Kepala Ba~iHukum. 

r=: 
ZUL'1111(AR HADIOH 

NIP 1975t">311 ll99903 I 009 
I 

SAMS! 
BE:R!TA DAERA!I KABUPATE;N l<ARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 39 

ud. 

Diundangkan di Karanganyar 
padc1 tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

JULIYATMONO 

ltd. 

Ditetapkun di Karanganyar 
pada tanggal 4 Mei 20 I 7 
BUPAT! KARANOANYAR, 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupau ini dcngan penempatannya 
dalam Berita Oaerah Kabupaten Karanganyar. 

dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan 
harus disediakan pada tahun anggaran berjalan. 

e. Prosentase biaya adrninisrrasi sebagaimana 
dirnaksud pada huruf c dan d di etas ditetapkan 
sebagai berikut · 
l) Plafond anggaran sarnpai dengan 

Rp200.000.000,00 (dua ralus juta rupiah) 
maksunal 6% (enam perserarus); 

2) Plafond anggaran diatas Rp200.000.000,00 
(dua rarus juta rupiah) sampai dengan 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
rnaksrrnal 5% [hrna perseratus); 

3) Plafond anggaran diatas RpS00.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juia rupiah) 
maksimal 4% (ernpat perseratus]; 

4) Plafond anggaran diatas Rp700.000.000,00 
(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp L.OU0.000.000,00 [satu milyar rupiah) 
maksimal 3% {tiga perseracus); 

5) Plafond anggaran diatas Rpl.000.000.000,00 
(satu rrulvar rupiah) maksimal 2% (dua 
perserarusl. 

• 
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2. Maksud dan Tujuan 
Mak sud dan tujuan pcnyusunan Pedoman Pelaksanaan 
Keglerarr/Pekerjaan bagi '1rg.1111sns1 Pcrangk.u Dacrah 
Tahun Anggaran 2017 ini adalah : 

a. rnewujudkan pernaharnan yang benar alas ketentuan 
peraiuran perundaog-unctangan yang berlaku, sehingga 
pcngndaan barang/jasa di dacrah dapat dilaksanakan 
dcngan baik; 

A. PENDAHULUAN 
l. Laiar Belakang 

Untuk melaksanakan prinsip Good Governance dan 
Clean Gouemment, maka Pemerintah harus melaksanakan 
prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan surnbcr daya 
secara elisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan 
peraturan yang baik dan ticiak berpihak (indepeodcn}, serta 
menjamin terjadinya interaksi ekonomi clan sosial antara 
para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, 
profesional, dan akuntabel. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui 
proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan 
upaya untuk rnenciptakan keterbukaan, transparansi, 
akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat 
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah yang 
dibiayai APBN/APBD, schingga diperoleh barang/jasa yang 
terjangkau dan bcrkualitas serta dapat 
dipertanggungjawabkan bark dari segi fisik, keuangan, 
maupun rnanfaatnya bagl kelancaran tugas Pernerintahan 
dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan ha! 
tersebut, Peraiuran Bupau int dimaksudkan uruuk 
mem berikan pedoman pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan bagi 
Orgarusasi Pcrangkat L>,wnih, utamanya Pengadaan 
Ba rang/ Jasa agar berjalan dengan tertib sesuai ketentuan 
yang berlaku, 

i>blKlMA \I 1)1~1.A l\~ANl\1\N h l~Ctl/\TAN I PEl<ER.11\1\N BAGI 
r11./Cif\l\!ISASI Pft:l-<1\NCl,AT [h\1':l~'\ll l\llUN AN(iGARAN 201- 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI l<ARANGANYAR 
NOMOR 39 TAHUN 2017 
TENTA\JG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
KARANGANYAR NOMOR 91 TAHUN 
2016 1'1!:NTANG PEOOMAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN 
BAGI ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAII TAHUN ANGGARAN 2017 

• 



PERSIA PAN 

1. Pembeniukan Organisasi Kegiatan 
a. Penanggung jawab Program; 
b. Wakil Penanggung jnwab Program; 
c. Tim Pembina, Pcngendali clan Koordinasi Kegiatan APBD; 
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPI{D); 
e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
f. Pengguna Barang/.Jasa dan Kuasa Pengguna 

Barang/ Jasa; 
g. Pejabat Pembuat Kormtrnen (PPK); 
h Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK!; 
i. Tim Pelaksana Pcngendalian dan Koordinasi Kegiatan 

APBD; 
J· Unit Layanan Pengadaan {ULP)/Pejabat Pengadaan; 
k. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 
I. Pengawas Lapangan Btdang Konstrukai; 
rn. Tim Pelaksana Keglatan [apabila dibutuhkan], dapat 

terdiri dari : 
I) Pengarah 
2) Penasehal 
3) Wakil Penasehat 
4) Ketua 
5) Wakil ketua 
6) Sekretaris 
7) Anggota 
8) Staf adrninistrasi 
9) taf ahli 
l 0) Staf ieknis 
1 l) Staf lainnya 

n. PNS yang diserahi iugas sebagai ULP, Pejabal Pembuat 
Kornitrnen (yang rnerruliki sertifikat keahlian pcngadaan 
barang/jasa pemerintah] dan Pejabat Pengadaan dapat 
diberikan tunjangan profesi yang besarannya 
disesuaikan dengan kemarnpuan kcuangan daerah; 

B. 

b. sebagai pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan barang 
daerah; 

c. sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan 
penatausahaan pelaksanaan APBD; 

d. sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD; 

e. agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai kcterpaduan 
dan keserasian, tepat waktu, tepat rnutu, tertib 
adminislrasi, tepat sasaran dan rnanfaai serta 
terwujudnya disiplin anggaran; 

f. men ingkalkan kinerja pclaksana anggaran / kegia tan 
lebih baik dari iahun scbclumnya; 

g. meningkatkan peran serta usaha kecil dan kelompok 
masyarakat dalam pengadaan barang/jasa. 

' • 
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2. Tugas-tugas Organisasi Pengelolaan APBD 
a. Penanggung jawab Program 

1] Penanggung jawab Program dijabat oleh Bupati, 
I dengan keputusannya menetapkan: 

a) Wakil Penanggungjawab Program; 
b) Tim Pembina, Pengendali dan Koordina.si 

Kegiatan APBD; 
c) Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
d) Pengguna Barang/ Jasa; 
e] Unit Layanan Pengadaan (ULP); n Tim Pelaksana kegiatan yang anggotanya 

melibatkan unsur di luar Orgarusasi Perangkat 
Oacrah yang bersangkutan. 

2} Penanggung jawab Program mempunyai tugas 
memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan 
program. 

b. Wakil Penanggung jawab Program 
I) Wakil Penanggung jawab Program dijabat oleh Wakil 

Bupati dan bertugas membantu Penanggung jawab 
Program daJam mernberikan arahan dan pernbinaan 
pelaksanaan program; 

2) Wakil Penanggung jawab Program dalam 
menjalankan tugas benanggungjawab kepada Bupati 
sclaku Penanggung jawab Program. 

c. Tim Pembina Pengendali dan Koordinasi Kegiaran APBD 

l) Tim Pembina, Pcngendall dan Koordinasr Kegiatan 
APBD diangkat dan diietapkan oleh Bupati, 
beranggotakan : 
a) Bupati: 
b) Wakil BupaLi; 
c) Sekretaris Dacrah; 
d) Staf ahli Bupati; 
e] Para Asisten Sekda; 
O l\qmla ffacl,111 1'1 t Ill :111<1.111 dan l.ilhHng. 
g) lnspektur; 
h) l,q).du l:lrnli111 l,t•11ill1gu11 Dacrah: 
i) Kcpala Bagian Adrninistrasi Pembangunan; 
Jl Kepala Bag1011 Hukum; 

2) Tugas Tim Pembina, Pcngendali dan Koordinasi 
Kegiatan APBD, antara Jain : 
a) melaksanakan koordinasi pembinaan 

penatausa haa n / pc, igelolaan aspek perencanaan, 
aspek administrasi, aspek keuangan dan aspek 
teknis; 

bl menganalisa terhadap proses dan perrnasalahan 
pelaksanaan kegiatan: 



. 
• 

d. Pengguna Anggarun 
l) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten berundak 

selaku Pengguna Anggaran yang diangkat dan 
duetapkan oleh Sup ru: 

2) Pcngguna Anggaran mempunyai tugas, kewenangan 
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas 
pelaksanaan kcgiatan dan penatausahaan anggaran/ 
kegiatan pada Perangkat Daerah yang dipirnpinnya, 
antara lain : 
a) rnenetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
b) mengumumkan secara luas Rencana Umum 

Pengadaan pada papan pengumuman resmi 
untuk rnasyarakat, website Pemerintah 
Ka bu paten Karanganyar 
( www. karanqan11arkab.qo. ig), dan porta I 
pengadaan nasional melalui LPSE, 

c) rnenetapkan PPK; 
d) rnenetapkan PPTK; 
e] menetapkan Pejabat Pengadaan; 
D menetapkan Paruua/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan; 
gJ menetapkan Pengawas Lapangan; 
h) menetapkan : 

( l) pemenang pada Pelclangan atau penyedia 
pada Periunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konscruksi/ 
Jasa Lainnya dengan nilai diatas 
Rpl00.000,000.000,00 (serarus rniliar 
rupiah): atau 

(2) pcmenang pada Seleksi atau penyedia pada 
Penunjukan Langsung uruuk paket 
Pengadaan .Iasa Konsultansi dengan nilai 
diatas Rp IO 000.000.000,00 (sepuluh rniliar 
rupiah) 

i) merigawasr pelaksanaan anggaran; 

n 
g) 

e) 

d) 

mengadakan monitoring, pengendah~n, evaluasi 
dan iinjauan lapangan untu~ melihat secara 
dcknt tentunu pelaksanaan kcgiatan; . . 
mcnyetcngger a kun Rapai Koordinas1 
Pengendalian Operastcnal Kegiatan (Rakor POK) 
paling sedikit 3 (tiga) bulan sekah, 
member: arah.in petunjuk uruuk kelancaran 
pelaksanaan kegiaian: 
melaporkan hasil pernbmaan kepada 
Penanggung jawab Program; 
dalarn rnelaksauakan tugasnya dibantu olch Tim 
Pelaksana Pcngcndali clan Koordinasi Kegiatan 
APBD 

c) 

• 



3) Sclain tugus pokok dun kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2), dalam hal diperlukan, 
Pengguna Anggaran dapat : 
a) menetapkan um teknis; dan Zatau 
b) menetapkan Tim Juri/TH'n Ahli untuk 

pelaksanaan Pengadaan rnelalui Sayembara/ 
Kontes. 

4) Tim Tekrus sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a) 
benugas: 
a) rnernbenkan pertimbangan teknis berupa 

nasihat, pendapat, dan pertimbangan dalam 
penetapan rencana pernbangunan, dan rencana 
teknis perawatan bangunan: 

b) memberikan rnasukan tentang program dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan instansi terkait; 

c) mengkaji dokumen rencana teknis berdasarkan 
rekomendasi dari instansi yang berwenang; 

d) mengkaji dokumen rencana teknis berdasarkan 
ketenruan tentang persyaratan tata bangunan: 

e} membcrikan laporan dan saran pertimbangan 
kepada Pengguna Anggaran/Pengendali Kegiatan 
apabila terjadi hambatan/ permasalahan dalam 
pelaksanaan kegraian; 

n melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan 
Tim Tekrus agar pelaksanaan kcgiatan berjalan 
dengan lancar dan baik. 

5) Dalam hal pekerjaan sudah menggunakan jasa 
manajemen konstruksi maka tidak perlu dibentuk 
um teknis. 

j) menyampaikan Japoran keuangan sesuai dengan 
keteruuan peraluran perundang-undangan; 
menyelesaikan perselisihan antara PPI< dengan 
ULP/Pcjabat Pengadaan, dalarn hal terjadi 
perbedaan penclapat; 

I) rnengawasi penyirnpanan dan pemeliharaan 
seluruh Ookurnen Pengadaan Barang/Jasa. 

m) bertanggungjawab a tas pelaksanaan tugasnya 
kepada Bupati melalui Sekrerarls Daerah; 

n) melaporkan secara berkala perkembangan 
pelaksanaan kcgiatan kepada Bupati setiap 
3 (tiga) bulan sckali, 

o) menyiapkan dokumen penyerahan kegiatari/ 
pekerjaan keparla Bupati. 

k) 



I) Pejabai Pernbuat Komitmcn adalah Pegawai Negeri 
Sipil yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemcrintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kah terakhir dengan Peraturan Prcsiden 
Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat 
atas Peraiuran Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 
ientang Pcngadaan Barang/.Jasa Pemcrintah. 

2) Tugas pokok dan kcwenangan Pejabat Pembuac 
Komitrnen adalah : 
a) menetapkan rcncana pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa yang rneliputi : 
(I) spesifikasi teknis Barang/ Jasa; 
(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS}; dan 
(3) rancangan Kontrak. 

b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/ Jasa; 

c) menyetujui bukil pembelian atau 
menandatanganl kuitansi/Surat Perintah Kerja 
(SPKJ/Surat Perjanjlan; 

d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia 
Barang/ Jasa; 

e) mcngendalikan pclaksanaan Kontrak; 

4) 

3) 

2) 

1) Pcngguna Anggaran dalam melaksanakan rugas­ 
tugasnya dapai melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada I (satu) atau beberapa orang 
Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Kepala 
Unit Kerja pada Perangkat Daerahnya. 

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1) berdasarkan pertimbangan 
besaran Organisasi Perangkat Daerah, besaran 
jurnlah uang yan~ dikelola, beban kerja, lokasi. 
kornpetensi, rentang kendali, dan/atau 
perlimbangan objektif lainnya. 

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 
tersebut pada angka l l ditetapkan oleh Bupati atas 
usu! Pengguna Anggaran. 
Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada angka I) bertanggung jawab aias pelaksanaan 
tugasnya kepada Pengguna Anggaran. 

5) Melaporkan secara berkala perkembangan 
pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya 
kepada Bupati setmp 3 [tiga) bulan sekah melalui 
Pcngguna Anggaran. 

f. Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) 

e. Kuasa Pengguna Anggaran 



4) PPK dilarang rnengadakan ikatan perjanjian atau 
rnenandatangani Kontrak dengan Penyedia 
Barang/ Jase. apabila belurn tersedia anggaran atau 
tidak cukup tersedia anggaran yang dapat 
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang 
tersedia unruk kegiatan yang drbiayai dari 
APBN/APBD. 

5) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan 
jasa konstruksi, penyusunan dokumen perencanaao 
pekerjaan jasa kontruksi dapat dilakukan oleh 
Kepala Perangkat Daerah atau dilakukan oleh 
penyedia jasa pcrencana konstruksi dengan 
ketentuan : 
a) Penyedia jasa perencana konstruksi dapat 

perseorangan ahli maupun badan hukum yang 
kornpeten dan merniliki kualifikasi yang 
dipersyaratkan utau dilakukan oleh perangkat 
daerah yang molaksanakan urusan pekerjaan 
umum; 

b) Keluaran akhir pcrencanaan konstruksi meliputi 
dokurnen perencanaan berupa Gambar 
Rencana Tekrus Rencana Kerja dan Syarat­ 
syarat (RKS), RAB (Enginering Estimate) dan 
Daftar Volume Pekerjan (BQ) yang disusun 
sesuai keten tuan; 

i) 

h) 

g) 
me laporkan pelaksanaan / penyelesaian 
Pcngadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA; 
mcnycrahkan hasil pckerjaan Pengadaan 
Barang/Jasa kepada PA/KPA dcngan Serita 
Acara Penyerahan; 
melaporkan kcrnajuan pekerjaan terrnasuk 
penyerapan anggaran dan hambatan 
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap 
triwulan; dan 
menyirnpan dun rnenjaga keutuhan seluruh 
dokurncn pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

3) Selain iugas pokok clan kewenangan sebagaimana 
dlmaksud pada angka 2). dalam ha! dipcrlukan, PPK 
dapat : 
a) rnengusulkan kcpada PA/ KPA : 

( 1) perubahan paket pekerjaan; dan/ a tau 
(2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b) mcnctapkan Lim pendukung; 
c) rnenetapkan Lim atau tenaga ahli pemberi 

penjelasan tekrus (aanw{Jzery untuk membantu 
pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ULP/Pcjabat 
Pengadaan; dan 

d) menetapkan besaran Vang Muka yang akan 
dibayarkan kcpada Penyedia Barang/Jasa. 



ba) Perencanaan yung dibuat oleh Kepala Pcrangkat 
Daerah disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang . 

6) PPK dapat mernutuskan Kontrak secara sepihak, 
apabila : 
a) kebutuhnn Bilrang/Jasa tidak dapat dltunda 

melebihi batas berakhirnya Kontrak; 
bJ berdasarkan penelitian PPK, Penyedia 

Barang/Jasa udak akan marnpu rnenyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan 
kesernpatan sampai dengan SO (lima puluh) hari 
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan untuk rnenyelesaikan pekerjaan; 

c) setelah diberikan kesempatan rnenyelesaikan 
pekerjaan sarnpai dengan 50 (lima puluh] hari 
kalender sejak rnasa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan; 

d) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak 
rnernperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 
yang telah ditetapkan; 

e] Penyedia Barang/ Jasa terbukti melakukan KKN, 
kecurangan, dan/atau pernalsuan dalam proses 
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang 
berwenang; dan/ atau 

D pengaduan tcntang penyimpangan prosedur, 
dugaan KKN, dun/atau pelanggaran persaingan 
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa dinyatakan beriar oleh instansi 
yang berwcnang. 

g) Pemberian kesernpatan kepada Penyedia 
Barang/Jasa rncnyelcsaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 (lima puluh] hari kalender, sejak 
masa berakhirnya pclaksonaan pekerjaan 
sebagaimana dirnaksud pada huruf b) dan 
huruf c). dapai rnelumpaui Tahun Anggaran. 
Dalam ha! pcrnberian kesernpatan kepada 
Penyedia Barang/Jasa melampaui rahun 
anggaran, rnaka dilakukan adendum korurak 
atas surnber pcmbiayaan dari DIPA Taht111 
Anggaran benkutnj a alas s.isa pekerjaan yang 
akana diselesaikun. 

h) Dalam hal pernutusan Kontrak dilakukan karena 
kcsalahan Pcnycdla Barang/Jasa: 
(1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
(2) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh 

Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang 
Muka dicairkan; 



(3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda 
keterlambatan; dan 

(4) Penyedia Barang/Jasa dlmasukkan dalam 
Daftar Hiram. 

i) Dalarn hal dilakukan pemutusan Kontrak secara 
sepihak oleh PPK karcna kesalahan Penyedia 
Ba.rang/ Jasa sebagairnana dirnaksud pada 
angka 6). Kelompok Kerja ULP dapat melakukan 
Penunjukan Langsung kepada pemenang 
cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang 
sama aiau Penyedia Barang/ Jasa yang rnampu 
dan memenuhi syarat, 

j) Dalam hal pcrnutusan kontrak secara seplhak 
oleh PPI< sebagairnana huruf i) maka prestasi 
pckerjaan dihttung dan ditetapkan oleh 
APIP. 

7) Bagi Organrsasi Pcrangkai Daerah yang memiliki 
bcberapa kegiatan fisik konstruksi dcngan nilai 
sarnpai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) maka dapat menyediakan saru kegiatan jasa 
yang rnengakornodasi seluruh/beberapa 
perencanaan konstruksi rersebut. 

8) Mutasi jabatan Pcrsonil PPK tidak merubah rugas 
dan ianggung jawabnya selama penode kegiatan 
yang bersangkutan berlangsung. 

g. Tim Pclaksana Pcngcndalian clan Koordinasi Kegiatan 
APBD 
I) Tim Pclaksana Pengendall clan Koordinasi Kegiatan 

APBD adalah sebagai Pcmbantu Tim Pembina, 
Pcngendali dan Koordinasi Keglatan APBD. 

2) Tim Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Kegiatan 
APBD dengan unsur : 
a) Sadan Perencanaan dan Litbang; 
b) I nspekiorat; 
c) Sadan Keuangan Daerah; 
d) Bagian Adrninistrasi Pembangunan; 

3) Sekretariat Tim Pelaksana Pengendali dan 
Koordinasi Kegiatan APBD berada di Bagian 
Administrasi Pembangunan. 

4) Tim Pelaksana Pengendalian dan Koordinasi 
Kegiatan APBD bertugas : 
a) membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

Tahun Anggaran 2017; 
b) menelaah laporan yang d[sampaikan oleh 

Pengguna Anggaran scbagai bahan untuk 
pernbuatan laporan kepada Bupati; 

c) mengadakan tinjauan lokasi/lapangan; 



d) menyelcnggarakan dan menyiapkan Rapat 
Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan 
(Rakor POK) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; 

e) mcmbenkan rnasukan kepada Tim Pembina 
Pengendali dan Koordinasi kegiatan APBD untuk 
kelancaraan pelaksanaan kegiatan: 

Q menyiapkan bahan laporan hasil pengendalian 
evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD kepada 
Bupati. 

h. Unit Layanan Pcngadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan. 
1) Pemilihan pcnyedia barang/Jasa dalam ULP 

dilakukan oleh Kelompok Kerja. 
2) Keanggotaan kelornpok Kerja ULP wajib ditetapkan 

untuk : 
a) Pengadaan Bai ang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 

lainnya dengan nilai diaias Rp200.000.000,00 
(dua raius juta rupiah); 

bJ Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 
RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

3) Anggota Kclornpok Kerja ULP berjurnlah gasal 
beranggotakan paling kurang 3 [tiga] orang dan 
dapat ditarnbah sesuai dengan kompleksitas 
pekerjaan dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga 
ahli pemben penjclasan teknis (aanwijzer). 

-l / Kepala U LP, Anggot a Kelorn pok Kerja U LP/ Peja bat 
Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a) rnernilikt rntegritas, disiplin dan tanggung jawab 

dalam rnclaksanakan tugas; 
bl mernahurru pekerjaan yang akan diadakan; 
c) mernaharni jcnis pekerjaan tertentu yang menjadi 

tugas ULP/Ki~lornpok Kerja ULP/Pejabat 
Pengad-ian yang bersangkutan; 

d) memahami isl dokurnen, metode dan prosedur 
Pengadaan: 

e) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ 
Jasa sesuai dengan kompetensi yang 
dipersyaratkan; 

() persyaraian Sertifikasi Keahlian Pengadaan 
BarangtJasa dapat dikecualikan untuk Kepala 
ULP, pcngecualian hanya berlaku dalam hal 
Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok 
l<crja ULP/PeJab::tt Pengadaan: 

g) mcnandatangani Pakta Integritas. 
5) Kcpala ULP dan Anggota Kelompok Kcrja ULP 

dilarang duduk scbagai · 
a) PPK; 
b) Pejabat Pcriandarangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM); 
c) Bendahara; 



Jamin an 

7) 

cl) Aparat Pemcnksa Intern Pemerintah (APIP), 
lea kecuali menjadi Pejabal Pengadaan/anggota 
ULP urituk Pcngadaan Barang/Jasa yang 
dibutuhkan instansinya. 

Tugas pokok dan kcwenangan Ke~aJa ~LP meliputi : 
a) rnernirnpm dun mengoordmas1kan scluruh 

kcgiatan ULP; 
b) rnenyusun program kerja dan anggaran ULP; 
c) mcngawasi seluruh kegiatan pengadaan 

barang/jasa di ULP clan melaporkan apabila ada 
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 

d) rnernbuat laporan pertanggungjawaban atas 
pelnksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
kcpada Bupati; 

e) mclaksunakan pengernbangan dan pembinaan 
Surnber Daya Manusia ULP; 

Q rncnugaskan/ menempatkan/ rnemindahkan 
anggota Kelornpok Kerja sesuai dengan beban 
kerja rnasing-masing Kelompok Kerja ULP; dan 

g) mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok 
Kcrja yang dirugaskan di ULP kepada Bupat.i, 
apabila terbukti melakukan pelanggarao 
peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. 

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP / 
Pejaba r Pengadaan meliputi : 
a) mcnyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ 

.Jasa; 
b) mcnetapkan Dokumen Pengadaan; 
c] mcnetapkan besaran nominal 

Peuawaran: 
d) mvugurnurnkan pelaksanaan Pengadaan 

Burang/.Jasa di website 
(www.karanganyarkab.go.id) dan papan 
pengurnuman ,esmi unruk masyarakat serta 
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan 
dalurn Portal Pengadaan Nasional; 

el mcnilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui 
prakualilikasi atnu pascakualifikasi; 

n rnclakukan cvaluasi administrasi, teknis dan 
hurga tcrhadap penawaran yang masuk; 

g) khusus untuk Kelornpok Kerja ULP: 
( J) rncnjawab sanggahan; 
(2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : 

(a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung 
uruuk paket Pengadaan Barang/ 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling t.inggi 
Rp I 00 000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah): atau 

6} 



d) Aparat Perneriksa Intern Pernerintah .(APlP), 
terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan I anggota 
ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 
dibutuhkan instansinya, 

6) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP -n.eliputi: 
a) memimpin dan mengoordlnasikan seluruh 

kegiatan ULP; 
b) mr nyusun program kerja dan anggaran ULP; 
c) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan 

barang/jase di ULP den melaporkan apablla ada 
penyimpangan dan/atau indikasi penyirnpangan; 

d) rnernbuat laporan pertanggungjawaban at.as 
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
kcpada Bupati; 

e) rm laks .. makan pengernbungan dan pernbinaan 
Surnber Daya Manusia ULP: 

O menugaskanz menempatkan/ memlndahkan 
anggota Kelompok Kerja sesuai dcngan beban 
kerja masmg-ruasing Ke!ompok Kerja LILP; dan 

g) rnengusulkan pemberheruian anggoia Kelompok 
Kerja yang drtugaskan di ULP kepada Bupati, 
apnbiJa terbukti rnelakukan oelanggaran 
peraturan perundang-undangan dan Jatau IU(N. 

7) Tugas pokok dar kewenangan Kclompok Kerja ULP / 
Pejabat Pengadaan mehpuu : 
a) menyusun rencana pernilihan Penyedia Barang/ 

.Jusa; 
b) mcuetapkan Dokumen Pengadaan; 
c) mcnetapkan besaran nominal .Jaminan 

Pcnawaran; 
d) rnc-ngurnurnkan pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di website 
(www.karanganyarlcab.go.id) da.n papen 
pengurnuman rcsrni untuk masyarakat serta 
menyampaikan ke LPSE untuk diurnurnkan 
dalarn Portal Pengadaan Nasional; 

e) menilai kualifikasi Penycdia Barang/.Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

0 rnelakukan evaluasi administrasi, teknis dan 
harga terhadap penawaran yang masuk; 

g) khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 
(I) menjavab sanggahan; 
(2) menetapkan Penyedia Barang/clasa unruk : 

(a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung 
untuk paket Pengadaan Ba.rang/ 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang berrnlai paling tinggi 
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah), aiau 



1. Pejabat Pi.I ilcsnna Teknis Kegiaren (PPTK) 
Ketenruan PPTK dalam Peraturan Bupati 1n1 mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 ientar.g Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Daerah pasal 12, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali teraklur dengan Peraturan Menter! Dalam Negcri 
Nomor 2J Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Selairt tugas pokok dan kewenangan sebagalrnana 
dimaksud pada angka 6), dalam hai diperlukan 
Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dapat 
mengusulkan kepada PPK: 
a) perubahan HPS, dan/atau 
b) pcrubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

8) 

(bl Seleksi atau Penunjukan Langsung 
untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh rniliar 
rupiah); 

(c) menyarnpaikan hasil pemil!han dan 
salinan Dokurnen Pemilihan Penyedia 
Barang/ .lasa kepada PPK; 

(d) menyirnpan dokumen asli pemilihan 
Penyedia Barang/ J asa; 

(el rnembuat laporan mengenai proses 
pengadaan kepada Kepala ULP. 

h} khusus Pejabat Pengadaan : 
( l l mcnetapxan Penyedia Barang/ .Jasa uruuk: 

(a) Pengadaan Langsung atau Perrunjukan 
Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); dan/atau 

(bJ Pengadaan Langsung atau Penunjukan 
Langsung untuk pakct Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp50.000.000,00 [lima puluh juta 
rupiah); 

(21 rnenyampaikan hasiJ pernilihan dan salinan 
Dokurnen Pernilihan Penyedia Barang/Jasa 
kcpada PPK; 

(3) rncnyerahkan dokurnen asf pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa kepada PA/l<PA; 

(4 t mernbuat laporan mengenai proses 
pen gadaan kepada PA/KPA, 

i) rnernberikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
kepada PA/KPA. 



k. Pnnitia/Pc.·111bFAl Penerima Ha sil Pckeriaan . . 
1 J Paniua , Pejabat Penerrrna Hast! Pekerjaan ditetapkan 

oleh PA/ !\'.PA. 

2) Anggot« P.mitm/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
berasal dan pegawai negert, bark dari mstansi 
sendin maupun mstnnsi lainnya 

7) 

bl 

5} 

Seuap I [satu] rninggu sekah Pengawas Laoangan 
kegiatan Zpekerjaan harus melaporkan kemajuan 
fisik kegunari/pekerjaan yang diawasinya kepada 
Pejaba: Pembuat Kornitrnen dan ternbusannya 
dikirirn kcpada Sekretariat Tim Pembina Pengendali 
dan koordinasi Kegiatan APBD (Bagian Adrrunistrasi 
Pernbangunan). 
Pengawas Lapangan dilarang bekerja sama dengan 
penycdia jasa yang mengarah pada pelanggaran 
bestc k dun RAB darr/utnu beruuk pelanggaran 
lainn, ,• vung dilararig sesuai ketentuan peraturan 
perundung undangan 

Pclanggar 11: terhadap kerentuan angka 5) dikenai 
sanksl scsuai pcraruran perundang-undangan yang 
berlaku. 

PckerJn,1-111 konstruksi dengan rulai 
Rp2 5' :J.CJUO 000,00 (dua mihar Irma ratus juta 
rupiah) kc alas dapat menggunakan jasa konsultan 
pengawas 

4) 

J) 

2) 

; 

Peraturan Menun Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang P~·clmmin Pengeloban Keuangan Daerah. 

j. Pengawas L ipungan Bidang Konstruksi 
1) Penga ,\ as Lapangan Bidang Konscruksi bertuga_s 

rnelakukan pcngawas&n pekerjaan, kegiatan sehari­ 
hari th I ipangan agar pekerjaan dapat berjalan 
sesu.n Ren ana, RAB dan bestek 
Keweuang in Pengawas Lapangan ada'ah 
a) mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar 

pclaksuna pexerjaan memaruhi Rcncana, RAB 
dan bvstck yang diictapkan 

b) mcrnbcrikan peringatan clan memermtahkan 
pel.rksana pekerjaan untuk mernatuht rencana, 
R -\B. dun bestek 

c) rncngheutikan pckerjaan apabila tidak sesuai 
ck11~.111 Rencan 1, RAB dan be stek yang 
diu.tapkun. 

Peng .. l\\ as l.apangan berjurnlah 1 (satu) orang atau 
lebih chscsuarkan dengan volume pekcrjaan yang 
diaw .lSI, 



( I l Pcnaadaan Barang/Pekerjaan Konsrruksi/ 
Iasa Lainnya dengan nilai pckcrjaan di atas 
Rp I 0.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) 
<arnpai dengan Rp200.000 000,00 
ich irarus juta rupiah) 

(21 P1 r gadaan Jasa Konsultansi dengan nllai 
pek~rjaan cir aias RplO OUO 000,00 
[sepuluh juta rupiah] sarnpai dengan 
J~p-10 000.000,00 (limapuluh juta rupiah) 

6) Paniua Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah ganjil 
berangaouikan miri'mal 3 (uga) orang maksirnal 
5 (Ii 11.11 orang yang berasal dari 01 zanisasi 
PLr,, >aerah Pengelola Anggaran ma.upun 
Org..i ,1 vrungkut Dar-rah lain yang terkait. 

7} Dalam hul pengadaan Jasa Konsultansi, 
pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah 
berl« 1rdinc1si dengan Pengguna Jasa Konsunansi 
yang b--rsaugkutan. 

8) Kewenangan penenmaan pekerjaan diatur sebagai 
berikut : 
a) pemer.ksaan dan penerimaan pekerjaan 

dilaliukan oleh Pejabat Penerirna Hasil Pekerjaan 
unu.k kegiatan · 

t.j) 

3) Dikcc ualikan dart ketentuan pada angka 21. anggota 
Pan1t1,1 Pejabat Penerrrna Hasil Pekerjaan pada 
instil 1,1 !<1111 Pengguna APBi': APBD atau Kclornpok 
Mas, rnk.rt Pelaksnna Swakelola dapat berasal dari 
bukan pegawat negeri. 
Paniua Pejabat Penerirna Hasil Pekerjaan wajib 
memcnuhi persysratan sc oagai berikut : 
a) memiliki mtegritas, disiplin dan tanggung jawab 

dalam rnelaksanakan tugas: 
b) rm.rnuhami isi kontrak; 
c) mcrmhk kualifikast teknis; 
d) mcnand .itangani Pakta lntegritas: dan 
e) nd.ik ml njabat sebagai Pejabat Penandatangan 

Surat Penntah Mernbayar (PPSPMI atai, 
8( r dah.ira. 

5) Tugas pokok dan kewenangan Panitia I Pejabat 
Penc rm11:1 H.1sll Pekerjaan sebagai berrkut . 
a) rnclakukan pcmeriksaan hasil pekerjaan 

pengad.ian barang/jasa sesuai dengan kercntuan 
yang tercanrum dalarn Kont.rak; 

b) menerrrna nasil pengadaan barang/jasa selelah 
melalui perneriksaan/ pengujian: 

c) mcmbuat dan rnenandatangani Berita Acara 
Se rah Terirna Hasil Pekerjaan; 



C RENCANA UMUM Pl~NC·ADAA ~ 

1 Prinsrp Pengao.ran 
Pcngadaan Barang 1,la8a menerapkan prinsip-prinsip sebagai 
berikut : 

a. Efisien, berar.i Pengadaan Barang/Jasa harus 
drusahakan dengan rnenggunakan dana dan daya yang 
minimum uruuk rnencapai kualitas dan sasaran dalam 
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang 

PPHP ndak rnerubah 
tanggung jawabnya 
yang bersangkutan 

Mutasi jabatan Personil 
susunun kepanitiaan dan 
selarna periode kegiatan 
berlangsung, 

13) 

12) 

J 1) 

10) 

b) pcmeriksaan dan penermaan pekerjaan 
dilakukan oleh Panilia Penerima Hasil Pekerjaan 
uruuk kegiatan : 
(1) Pcngadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya dcngan mini pekerjaan di aras 
Rp200 000.000,00 [duaratus juta rupiah) 

(2J Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 
pt. kerjaan di atas RpS0.000.000,00 
[hmapuluh juta rupiah) 

Paniua/ Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan 
Konst ruksi rnelakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, 
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 
PPK ckngun dilarnpiri : 
a) 81-rilc:.1 Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil 

Pckcrjaan yang mernuat hasil penilaian 
pckcrjaan: 

b) Foto Pis1k Pekerjaan 0%, 50%, l00%; 
Format Berna Acara Pemeriksaan dan Penerimaa., 
Hasil Pekerjaan dan Format Serita Acara 
Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk yang 
Pertarna/Kedua sebagaimana dalam Rornawi II 
huruf C dan D cerlarnplr. 

Berna Acu ra Pemeriksaan dan Penerrrnaan Hasil 
Pekerj ran sebagairnana tersebut angka I I) 
rnerupaxan kelengkapan dokumen yang rnenjadi 
dasar pcncairan snggaran sesuai tahapan 
pelaksanaan I penyelesaian pekcrjaan. 
Setelah rnenerirna laporan dari Panitia/ Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan beserta larnpiran- 
Iarnpirunny a sebagairnana angka 12), PPK 
rnelaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pckerjaan 
kepada PA' KPA setelah memastikan bahwa semua 
dokumcn pelaksariaan pekerjaan konstruksi telah 
lengkup (rnernenuhi syar al). 

9) 

• 



a. Melaksanakan iugas secara tertib disertai rasa tanggung 
jawab uniuk mencapai sasaran kelancaran dan 
ketepatan tcrcapainya tujuan pengadan barang/jasa. 

b, Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar 
kejujuran sorta rnenjaga kerahasiaan dokurnen 
pengadaan barang dan jasa yang seharusnya 
dirahasiakun unruk mencegah terjadinya penyirnpangan 
dalam pengadaan barang/jasa. 

c. Tidak, saling mernpengaruhi baik secara langsung 
rnaupun tidak langsung untuk menccgah dan 
rnenghindari tcrjadinya persaingan tidak sehat. 

d Menerirna clan berlanggung jawab acas segala keputusan 
yang ditetupk.m sesuai kesepakatan para pihak. 

2 Etlka Pengadaa n 
Para pihak yung terkait dalarn pelaksanaan Pengadaan 
Barang/iJasa har ,._ memaruhi erika sebagai berikut : 

Lelah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran 
dengan kuahtas yang maksimum. 

b. Efektif', bcraru Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai 
dengan kebutuhan clan sasaran yang relah ditetapkan 
serta mernberikan manfaac yang sebesar-besarnya. 

c. Transparan, berarti sernua ketentuan dan inforrnasi 
mengenai Pungadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan 
dapat dikcurtun secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa 
yang berrninat serta oleh rnasyarakat pada umumnya. 

d. Terhuka, bcrarti Pengacaan Barang/Jasa dapat diikuti 
olch sernua Pcnyedia Barang/Jasa yang memenuhi 
persyaratan, krucna terteruu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur ytu ~ jelas. 

c. Bersaing, bcrurti Pengadaan Barang/Jasa harus 
dilakukan rr.elalui persaingan yang sehat diantara 
scbanyak mungkin Pcnycdia Barang/Jasa yang setara 
dan merru 11L1hi pe: syaratan, sehingga dapat diperoleh 
Barang/.Ju-, 1 yang duawarkan secara kornpetitif dan 
tidak ada iruervensi yang rnengganggu terciptanya 
mekarusrne pasar clalarn Pengadaan Barang/Jasa. 

f. Adil/ tidak drskrirninatlf, beraru mernberikan perlakuan 
yang sarna b.11~1 sernua calon Penyedia Barang/ Jasa dan 
udak menuuruh untuk memben keuntungan kepada 
pihak tertcnt:r, dengan tetap memperhatikan kcpcnungan 
nasional. 

g. Akuntabel. beraru harus sesuai dengan at.iran dan 
ketentuan ,.ing terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa 
sehingga dupat dipertanggungjawabkan, 



e. Menghindart dan mencegah terjadtnya pertentangan 
kepenlingun para pihak yang terkait langsung mauptm 
tidak tan , ... unu dalam proses pengadaan barang/jasa 
iconftic: of, 11eres·1 

r. Menghind.iri i..n mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalarn pengadaan 
barang/jasa. 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan 
pribadi, golong.in, atau fihak lain yang secara langsung 
a tau tidak lanasung meruglkan Negara. 

h. Tidak rncnerirna, lidak menawarkar atau tidak 
menjanjikan untuk rnernberi atau menerima hadiah, 
imbalan, ',l·,up.1 apa saja kepada siapapun yang 
dikcrahui uau pauu dapat diduga, berkaitan dengan 
pengadaan hur~-ing/JaSR. 

3. PA/ KPA wajib menx usun rencana umum pengadaan dan 
c.liumumkan secaru terbuka kepada masyarakat luas rnelalul 
papan pengurnurnan restni untuk rnasyarakat, website 
Perneriruah Kaoupaten Karanganyar 
(www.karanqaiu;arkab.qo.id). dan portal pengaclaan nasional 
rnelalui LPSE (~IRlJPJ. 

4. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan­ 
kegiatan sebagai berikut : 
a. rnengindenufikasi kebutuhan Barang/Jasa yang 

diperlukan l • uisnst Pcrangkat Daerah; 
b. menyusun dan menetapkan rencana per.ganggaran 

unruk Penuadaan Barang/,Jasa; 
c. rnenetapkan kebijakan umurn tentang: 

l) pernakct rn pekerjaan; 
2) cara Pcnaadaan Barar-gj Jasa; dan 
3) pengoraanisasian Pengadaan Barang/ Jasa; 
4) rnenyusun Kerangka Acuan Kerja (Ki\K). 

5. Penyusunan dun pcnetapan rencana penganggaran : 
a. PA menyuxun dan menetapkan rencana penganggaran 

pengadaan barang,'jasa yang terdiri atas blaya 
barang/jasu iru sendiri, biaya percncanaan, biaya 
pcndukunu clan biaya adrninistrasi yang diperlukan 
untuk pelaksanaan proses pengadaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Biaya adrnirustrasi dapat terdiri dari : 
L} biaya pengumuman pengadaan; 
2• honorarium p-jabat pelaksana pengadaan misalnya: 

PA/ KPA, PPK, ULP I Pejabat Pengadaan, Pengawns 
Lapangan Panitia/Pejabar Penerirna Hasil 
Pekerjaan: 

3) biaya xurvci lapangan/ pasar; 
4) biaya rwnggandann Dokumen Pengadaan 

Baran~J,J..isa; 
5) Biaya ATI, makan mir urn rapar; dan 



D. PELAKSANMN PENGADAAN B.b.RANG/JASA 
!. Swakelola 

a. Prosedur Sw rkelola meliputi kegiatan pcrencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, penverahan, pelaporan dan 
pertanggungiaw Jba11 pekerjaan, 

b. PA/ KPA mc-ivtupkan jenis pekerjaan serta pihak yang 
akan rnel.rksunckan Pengadaan Barang/Jasa secara 
Swakelola 

c. Pekerjaan , .. mg do pal dilakukan dengan Swakelola 
meliputi : 
1) pekerjaan vang benujuan untuk meningkatkan 

kemarnpuun danj atau rnernanfaatkan kernampuan 

6) biaya lainnya yang diperlukan uruuk mcndukung 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain : 
biaya pcndupat ahli hukurn kontrak, biaya UJi coba. 

c Biaya adrninistrasr untuk kegialan/pekerjaan yang akan 
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang 
namun FW!>CS pengadaannya di\aksanakan pada tahun 
anggaran berjalan harus disediakan pada tahun 
anggaran bcrjalan 

d. Proseruase blt1) e. adrninistraai sebagairnana d imaksud 
pada hurul cl: n d di ats s di.etapkan sebagai berikut : 
l) Plafoncl .. nggaran sarnpai dengan Rp200.000.000,00 

[duararus juta rupiah) maksimal 6% (enam 
perserruusl. 

2) Plafond .. mggaran di alas Rp200.000.000,00 
(duara tus juta rupiah) sampei dengan 
Rp500 OCJ0.000,00 [timaratus jura rupiah) maksimal 
5% (lima perseraiusl: 

3) Plafond anggaran di atas RpS00.000.000,00 
[lirnaratus jura rupiah) sampai dengan 
Rp700.000.000,00 (tujuhrarus juta rupiah) maksimal 
4% (empal perseratus); 

4) Plafond anggaran di alas Rp700.000.000,00 
(tujuhratus JU ta rupiah) sampai dengan 
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah] rnaksirnal 
3% (Liga perserarus]; 

5) Plafoncl anggaran di atas Rpl.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) maksimal 2% (dua perseratus): 

6. Dalam rnenyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus 
diperhitungkart lnaya untuk pcngurnurnan ulang seandainya 
terjadi pelelangan seleksi gagal. Dan harus diperhitungkan 
blaya penggandaan dokumcn pengadaan, karena ULP 
dilars.ng dengun alasan apapun, rnernungut biaya apapun 
dari calon peserra pelelanganj' seleksi terrnasuk biaya 
penggandaan clokumen pengadaan. 



teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan 
tugas clan fungsi Organisasi Perangkai Daerah; 

2] pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya 
merncrl u ka n parusipasi langsung rnasyarakat 
serernpar: 

3) pekerjuan ) ang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi 
atau pernbiayaannya tidak diminati oleh Penyedia 
Barana/ .Jasa: 

4) pekerjuun yang secara rinci/ detail iidak dapat 
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga 
apabilu dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa 
akan menirnbulkan keLidakpastian dan risiko yang 
besar; 

5) penyelenzgaraan diklat, kursus, penataran, seminar, 
Iokakaryu aiau penyuluhan; 

6) pekerjaan unt.ik proyek percontohan ipilot project) 
dan surv ei yang bersifat khusus untuk 
pengcrnbangan teknologi/metode kerja yang belum 
dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 

7) pekerjaan survei, pernrosesan data, perurnusan 
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratoriurn 
dan pcngembangan sistem tertentu; 

8) pekerjuan yang bersifat rahasia bagi Organisasi 
Peranukat Daerah yang bersangkutan; 

9) pekerjuan lndustri Kreatif, inovatif dan budaya 
daJa111 negvri: 

1 OJ penclitian dan pengcmbangan dalam negeri; 
dan /uiau 

l l) pekerjaun pcngem bangan industri pertahanan, 
indusi n alutsista dan industri alrnatsus dalam 
negen 

d. Pengadaan rnelalui Swakelcla dapat diiakukan oleh : 
1) Organisusi Pcrangkat Daeran Penanggung jawab 

Angg.u 111, iengan ketcntuan sebagai berikut : 
a) pvngud ran bahanj barang, Jasa Lainnya, 

pcr.ilutun j suku cadang dan tenaga ahli 
dil ikukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan: 

bl pl ng,1d.ian sebagaimana dimaksud pada angka 
l, I 1crp~·d()m,~n pada ketenruan dalam Peraturan 
Prcs.dt n Nornor 54 Tahun 2010 tentang 
Pcngaduan Barang/Jasa Pcrneriruah 
sebagatrnana telah beberapa kal: diubah 
terakhir dengan Pcraturan Presiden Nomor 4 
1'ah1111 2015 tcruang Perubahan Kecmpat atas 
Pc r nut 111 Prcsiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah; 

c) pcmbavaran upah tenaga kerja yang diperlukan 
d tlc;1 ku l·,.i n seca ra bcrka la bcrdasarkan daftar 
hudir pl·kerja atau dengan cara upah borongan; 



d) pl mbavnran gaji tenaga ahli yang diperlukan 
dilakukan berdasarkan Kontrak; 

e) pcnggunaan tenaga kerja, bahan dan/alau 
pcralatan dicatat setiap hari dalam laporan 
ha nan: 

l) pcluksunaan Pengadaan Barang/Jasa yang 
rncnggunakan Uang Persediaan fUPJ/Uaug Muka 
kerja aiau istilah lain yang disamakan dilakukan 
olch lnsiansi Pernerintah pelaksana Swakelola; 

g) UP 'Uung Muka kerja atau lstilah lain yang 
drsarnukan, oipcrtanggungjawabkan secara 
bcrkala maksimal secara bulanan; 

h) kernajuan fisik dicatat scciap hari dan dievaluasi 
scuap minggu yang disesualkan dengan 
pcnycrapan dana: 

i) kcrnajuan non fisik atau perangkat lunak dicarat 
dan dicvaluasi setiap bulan yang disesuaikan 
dcnzan penverapan dana; dan 

j) pt ng,m usan pckerjaan Iisik di lapangan 
di.akukun oleh pclaksana yang ditunjuk oleh 
PPK, bcrdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 

Instanst Pernerintah lam Pelaksana Swakelola, 
dcngan keu ntuan sebagai berikut : 
a) pclaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak 

aniara PPK pada Organisasi Perungkat Dacrah 
Penanggung jawab Anggaran dengan pelaksana 
Swakelola pada lnscansi Pernerintah lain 
pelaksar.a Swakelola: 

b) p1.1 lhlCJ,,an bahan, Jasa Lainnya, peralatanj suku 
ca Inn, dan renaga ahli yang diperlukan 
dil.ikukan oleh ULP / Pejabai Pengadaan pada 
lnstansi Pernerintah lain pelaksana Swakelola: 

c) Pt'll1!,,1d 1<10 sebagairnana dimaksud pada huruf b) 
b. rpcdornan pada keteruuan dalam Peraturan 
Prcsrden Nomor 54 Tahun 20 IO ten tang 
Pcngacaan Barang/Jasa Pernerintah 
scbagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat alas 
Pcraruran Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pcngadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

d) pe mbayaran upah tenaga kerja yang diperlukan 
dilakukan secara harian berdasarkan daftar 
hudu pckcrja atau dengan cara upah boi cngan; 

cJ pemb.r; aran lrnbalan tenaga ahh yang diperlukan 
dilakukan berdasarkan Kontrak; n penggun ran renaga kerja, bahan/barang 
dan aiau peralatan dicatat setiap hari dalam 
laporan harian; 

2) 



g} kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi 
setiap minggu yang disesuaikan dengan 
penyerapan dana oleh Jnslansi Pernerintah lain 
pelaksana Swake k1l1:1; 

h) kernajuan non fiaik atau perangkai lunak dicatat 
dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan 
dengan penyerapan dana olch lnstansl 
Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan 

i) pengawasan pekerjaan fisik di lapangan 
dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada 
Oraanisasi Perungkat Dacrah Penanggung jawab 
Anggaran, berdasarkan rencana yang telah 
diterapkan. 

3) Kelompok Masyarakat Pclaksana Swakeloln, dengan 
ketentuan sebagai benkut : 
a) pelaksanaan Swakelola oleh Kelornpok 

Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan 
berdasarkan Kontrak antara PPK pado 
Or~u111sn.,1 PL·r. ngkat Dae rah Penanggung jawab 
Anggaran dengan Kelornpok Masyarakat 
Pelaksana Swakclolu: 

b) pelaksanaan swakelola dtlakukan bcrdasarkan 
pada pcdornan/ juknis yang diterbitkan oleh 
instansi pemberi dana. 

c) pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa hanya 
diserahkan kepada Kelornpok Masyarakat 
Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan 
pekerjaan; 

d) pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapai 
berbentuk rehabilitasi. renovasi dan konstruksi 
sederhana; 

e) konstruksi bangunan baru yang tidak 
sederhana, dibangun oleh Organisasi P -rangkat 
0 .. erah Penanggung jawab Anggaran untuk 
selanjutnya diserahkan kepada kelompok 
masyarakat sesuai dcngan peraturan perundang­ 
undangan; 

n pcngadaan bahan/barang. Jasa Lainnya, 
peralatan Zsuku cadang dan tenaga ahli yang 
diperlukan dilakukan olch Kelompok Masyarakat 
Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan 
prinslp-prmsip pengadaan dan etika pengadaart; 

g) penyaJuran dana kepada Kelompok Masyarakac 
Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap 
dengan ketenruan sebagai berikut . 
( l) 40% [ernpat puluh perseratus) dari 

keseluruhan dana Swakelola, apabila 
Kelornpok Masyarakat Pelaksana Swakelola 
ielah siap melaksanakan Swakelola: 

, 
._, 



(2) 30% (tiga puluh perserarus] dari 
keseluruhan dana Swakclola, apabila 
pekerjaan telah mencapai 30% [tiga puluh 
perserarus): dan 

(3) 30% Itiga puluh perserarus) dari 
keseluruhan dana Swakelola. apabila 
pekerjaan telah mencapai 60% [er am puluh 
perserarus), 

h) pencapaian kemajuan pekerja.an dan dana 
Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh 
Kelompok Masyarakat Pelaksan, Swakelola 
secara berkala kepada PPK; 

i) pengawasan pelaksauaan pekerjaan dilakukan 
oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakeloh; 
dan 

j) pertanggungjawaban pekerjaan / kegiatan 
Pengadaan disarnpaikan kepada Organisasi 
Pcrangkai Daernh pcmberi dana Swakelola 
sesuai ketentuan perundang- undangan. 

e. Kernajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan 
keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pdaksana 
Swakelola kepada PPK secara berkala. 

f. Laporan kemajuan realisasi Iisik dan keuangan 
dilaporkan setiap bulan secara bcrjenjang oleh Pelaksana 
Swakelola sampai kepada PA/ Kl:'A 

2. Pengadaan Barang/Jasa rnelalui Penyedia Barangj'.Jasa 
a. Persiapan pemiiihan Penyedia Barang/Jasa ierdin atas 

kegiatan : 
1) Perencanaan pernihhan Penyedia Ba rang/ Jasa; 
2) Pemilihan srstern pengadaan: 
3) Penetapan metode penilaian kuallfikasi: 
4) Penyusunan jadwal pernilihan Penyedia Barang/ 

Jasa; 
5) Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 
6) Penetapan HPS. 

b. Proses persiapan perrulrhan Penyecia Barang/Jasa 
dilakukan setelah Rencana Urnum Pcngadaan ditetapkan. 

c. Kelompok Kerja ULP/Pcjabat Pengadaan mcnyusun clan 
rnenetapka n me code pci-i .lihan Penyed ia Barang/ 
Pekerjaan Konstruksiy.Jasa Lainnya. 
I) Pemitihan Penyedia Barang, dilakukan dengan 

cnra : 
a) Pelelangan Urnurn; 
b) Perelangan Terbatas: 
c) Pelelangan Sederbana: 
d) Penunjukan Langsung: 
c) Pcngadaan Langsung; atau 
0 KonLes. 



2) Pernilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, dilakukan 
dengan ca..ra : 
1;1) Pelelangan Um: . .un; 
b) Pelelangan Terbatas; 
c) Pemilihan Langsung; 
d) Penunjukan Langsung; atau 
e) Pengadaan Langsung. 

3) Pernilihan Penyedia Jasa Lainnya, dilakukan dengan 
cara: 
a) Pelelangan Umurn; 
b) Pelelangan Sederhana; 
c) Penunjukan Langsung; 
d) Pengadaan Langsung; atau 
e) Sayembara. 

d. Pernilihan Penyedia Barang/Pekcrjaan Konstruksi/uasa 
Lainnya pada prinsipnya dilakukan rnelalui metode 
Pelelangan Urnum dengan pascakualifikasi. 

e.. Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi 
yang bersifat kompleks dan d,yakini jumlah penyedianya 
terbatas, pernilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan 
Konstru.ks.! dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. 

f. Pcngadaan pekerjaun yang tidak kompleks dan bernilai 
paling tinggi Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) 
dapat dilakukan dengan : 
l) Pelelangan Sederhana unruk Pengadaan 

.Barang/Jasa Lamnva: atau 
2) Pernilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi. 

g. Pernilihan Penyedia Barang, Pekcrjaan Konstruksi/ Jasa 
Lamnya melalui Metode Pelelangan Umum, Pelelangan 
Sederhana atau Pernilihan Langsung diurnurnkan paling 
kurang di website Pernerintah Kabupaten Karanganyar 
(www.karonganyarkab.go.id), dan papan pengurnuman 
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional 
melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang berminat dan rnernenuhi kualifikasi dapat 
rnengikutinya. 

h. Dalam Pelelangan Sederhana atau PemiLihan Langsung 
tidak ada negosiasi teknis dan harga. 

1. Penunjukan Langsung 
I l Penunjukan Langsung terhadap I (satu] Penyedia 

Barang/Pckerjaan Konstruksi 1.Jasa Lainnya d a pat 
dilakukan dalam hal · 
a) keadaan tcrtentu, da n /aiau 
b) pengadaan Barana khusus / Pekcrjaa n Konstruksi 

khusus/Jasa L tinnya yang bersifat khusus, 
21 Penunjukan Langsung dilakukan dengan 

mengundang : [satu] Penyedia 13arang/ Pekerjaan 



3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi 
baik teknis maupun harga sehlngga diperoleh harga 
yang sesuai dengan narga pasar yang berlaku dan 
secara teknis c:apal dipertanggungjawabkan. 

4-) Kriteria keadaan tertent u yang mernungkinkan 
dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia 
Barang/ Pekerjaan Konsrruksi/ Jasa Lainnya 
sebagaimana dimaksud pada angka lJ huruf a), 
rneliputi: 
a) penanganan darurat yang tidak bisa 

direncanakan sebelurnnya dan waktu 
penyelesaian pekerjaannya harus aegera/ridak 
dapai dirunda uniuk . 
( l) pertahanan negara: 
(2) kearnanan dan kerertiban rnasyarakat; 
(3) keselamatan/ perlmdungan masyarakai 

yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat 
ditunda / harus dilakukan segera, terrnasuk : 
(~) akibat bencana alarn dan/atau 

bencana non alam dan/a•.au bencana 
sosial; 

(b) dalarn rangka pencegahan bencana; 
dan/atau 

(c) akibat kcrusaka n sarana/ prasarana 
yang dapai menghentikan kegiaian 
pelayanan publik. 

b) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi 
yang rnendadak untuk menindaklanjuti 
komitrnen uuernasional dan dihadiri olch 
Presiden/ Wakii Presiclen; 

c) kegiatan mcnyangkut pertahanan negara yang 
ditetapkan oleh Menteri Penahanan serta 
kegiatan yang menyangkut keamanan dan 
ketertiban masvarakat yang ditetapkan oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik 'rtdoncsin: 
a tau 

d) Barang/ Pekerjaan Konstruksi/dasa Lainnya 
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 
1 (satu] Penycdia l3arang/Jasa Lalnnya karena 
1 (satu) pabrikau, 1 (satu) pernegang hak paten, 
atau pihak yang telah mendapat izin dari 
pcmegarig hak patcn , atau pihak yang menjadi 
pcmenang pelelangan untuk mendapatkan izin 
dari pemerrnrah. 

5) Kriteria bar ang kh its us/ pekerjaan kor.struksi 
khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang 
memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung 

yang dinilai mampu 
dan/ atau mcmenuhi 

Konstruksi/ Jasa Lainnya 
melaksanakan pekerjaan 
kualifikasi. 



sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf bl, 
meliputi : 
a) Barang/ Jasa Lainnya bcrdasarkan u.rif resmi 

yang ditetapkan pernerirnah: 
b) Pekerjaan Kunstruksi bangunan yang 

rnerupakan saru kesaruan sistern konstruksi 
clan saru kesaruan tanggung jawab atas nsiko 
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan 
tidak dapac direncanakan/diperhitungkan 
sebelurnnya iuuforeseen conditions; 

c) 8, rang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya 
yang bersifat kompleks yang hanya dapat 
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi 
khusus dan hanya ada l [saru) Penvedia yang 
mampu; 

d) Pekerjaan Pengadaan dau distribusi bahan obat, 
obat dan alar kesehatan habis pakai dalarn 
rangka mcnjarnm ketersediaan obai untuk 
pelaksanaan perungkatan pelayanan kesehatan 
masyarakat yang jenis dan harganya telah 
diretapkan oleh Merucri yang berianggung jawab 
dibidang kesehatan: 

e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga 
khusus unruk pernermtah yong telah 
dipublikasikan secara luas kepada rnasvarakat: n sewa penginapan I hciel/ ruang rapat yang 
tarifnya terbuka dan dapat diakscs oleh 
masyarakat; atau 

g) lanjutan scwa gedung/karuor dan lanjutan sewa 
ruang terbuka atau terrurup lainnya dengan 
ketenruan dan tara cara pembayaran serta 
penyesuaian harga yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

J. Pengadaan Langsung 
1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 

Pengadaan Barangj Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a) merupakan kebutuhan operasional Organisasi 

Pc-rangkat Daeran; 
b) teknologi scderhana; 
c) resiko kecil; c;an/aLau 
d) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha 

orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil 
seria koperasi kecil. kecuali unruk paket 
pekerjaau yang menunrut kompetensi teknis 
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, 
Usaha Kecil dan koperasi kecil. 



2) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 
Pengadaan Jasa Konsultansi : 
a) yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 [llrna 

puluh juta rupiah). 
b) Pengadaan Langsung dila.ksanakan oleh l (satu) 

Pejabat Pengadaan. 
c) PA/l{PA dilarang mcnggunakan metode 

Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk 
mernecah paket pcngadaan rnenjadi bcberapa 
paket dengan rnaksud untuk rr« nghindari 
Seleksi. 

3) Pcngadaan Langsung dilaksanak .. n berdasarkan 
harga yang berl.iku di pasar kcpada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksl z.jasa Lainnva, 

4) PA/I<PA dilarang rnenggunakan -netode Pengadaan 
Langsung sebagai alasan untuk rnernecah paket 
Pengadaan rnenjadi beberapa pakei dengan maksud 
untuk menghindan pelclangan. 

5) Pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan 
langsung dilaksanakan sesuai dengan adrrurustrasi 
pertanggungjawaban yang di atur dalam keteruuan 
pcnatausahaan keuangan daerah. 

k. Sayern bara/ Kon res 
1) Sayernbara digunakan unruk Pengadaan Jasa 

Lainnya yang merniliki karaktensuk sebagal 
berikut : 
a) merupakan proses dan hasil dan gagasan, 

kreatifitas, inovasi, budaya dan metode 
pelaksanaan terteritu: dan 

b) Lidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga 
Satuan. 

2) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan .Jasa 
Konsultansi dengan kerentuan : 
a) dilakukan terhadap Pcngadaan .lasa Konsultansi 

yang merruliki karaktcristik sebagai berikut : 
(1) rnerupakan proses dan hasil dari gagasan, 

kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan 
tertentu: clan 

(2) tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga 
Satuan. 

b) Kelompok Kerja ULP/Pcjabac Pe ngadaan 
rnenetapkan persyaratan adrrunistratif bagl 
Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti 
Savembara. 

c) daiam menctapkan persyaratan adrninistratif 
sebagairnana di.naksud pada huruf b), l(elompok 
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan 
syarat yang lebih mudah dari pcrsyaratan 
Penyedia Barang/.Jasa. 



1) Seleksi yang tcrdiri aias Seleksi Umum dan Seleksi 
Sederhana, 
a) Pernllihan Penyedia Jasa Konsultansi pada 

prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi 
Umum. 
Sedangkan Seleksi Sederhana dapat dilakukan 
tethadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam ha! 
Seleksi Umum dinilai Lidak efisien dari segi biaya 
seleksi. 

b) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui 
Metode Seleksi Sederhana diumurnkan paling 
kurang di website Pernerintah Kabupaten 
Karanganyar (www.karanganyarkabgo.id), 
papan pengumuman resmi untuk rnasyarakat 
dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, 
sehingga rnasyarakat luas dan dunia usaha yang 
berrninat dan mcmenuhi kualifikasi dapat 
mengikutinya. 

c) Scleksi Sederhena dapac dilakukan untuk 
pengadaan Jasa i<onsulLans: yang bcrsifat 
scderhana dan bernilai paling tinggi 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

2) Penunjukan Langsung 
a) Penunjukan Langsung dllakukan dengan melalui 

proses prakuahfikasi terhadap l (saru) Penyedia 
.Jasa Konsultansi. 

b] Penunjukan Langsung terhadap l (satu) 
Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan 
dalarn keadaan tertenru meliputi : 
(1) penanganan darurat yang tidak bisa 

direncanakan sebclumnya dan -wakru 
penysuelesaian pekerjaannya harus 
segera/Lidak dapat ditunda untuk : 
(a) penahanan negara: 
(b} kearnan.m dan ketertiban rnasvarakat: 
(c) kcselamatan/perhndungan masyarakat 

yang pelaksanaan pekerjaannya tidak 

cara : 

d) persyaratan dan rnetode evaluasi teknis 
ditetapkan oleh Kelornpok Kerja ULP I Pejabat 
Pengadaar: setelah rnendapat rnasukan dari Lim 
yang ahli drbidar.gnya . 

eJ pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang 
ahli dibidangnya. 

3) Kontes digunakan unruk Pengadaan Barang yang 
memiliki karakteristik sebagai berikur : 
a) tidak mernpunyai harga pasar; dan 
b) tidak dapai duetapkan berdasarkan Harga 

Satuan. 
I. Pemilihan Pcnyedia Jasa Konsultansi, dilakukar. dengan 

• . 



3. Metode Penetapan Kualifikasi 
a. Kualifikas, rnerupakan proses penilaian kompetens! dan 

kernarnpuan usaha serta pemenuhan persyaratan 
tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 

b. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
prakualifikasi atau pascakualifikasi. 
l) Prakualifikasi 

a) Prakuallfikasi rnerupakan proses penilaian 
kualifikasi yang dilakukan sebelurn pernasukan 
penawaran. 

b) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan 
sebagai berikut 
( J J pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: 
/2) pernilihan Penyedia Barang/ Pekcrjaan 

Konstruks, .Jasa Lainnya yang bersifat 
komplcks melalui Pelelangan Urnurn: atau 

(3) pernilihan Penyedra Berang/ Pekerjaan 
Konstruksi Jasa Lainnva yang 
menggunakan Metode ?enunjukan 
Langsung, kecuali unruk penanganan 
darurat. 

c) proses penilaian kualifikasi untuk Pcnunjukan 
Langsung dalarn penanganan darurat dilakukan 
bersamaan dengan pernasukan Do.kumen 
Penawaran. 

d) dalarn proses prakualifikasi. Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan segera mernbuka clan 
mengcvaluasi Dokumen Kualilikasi paling lama 
2 (dua) hari kcrja s=telah diterirna 

dapat ditunda/harus dilakukan segera 
{termasuk akibat bencana alarn 
dan/acau bencana non alarn danj atau 
bencana sosial; dalam rangka 
pencegahan bencana; dan/atau akibat 
kerusakan sarana/prasarana yang 
dapnt menghcntikan kegiatan pelayanan 
publik); 

(2.) kegiatan rnenyangkur pertahanan ncgara 
yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan 
serta kcgiatan yang rncnyangkut keamanan 
clan ketertiban rnasyarakat yang ditetapkan 
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 
lndone sia: 

(3) pekerjaan vang hanya dapat dilakukan oleh 
l (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan 

(4) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 
l (satu) pernegang hak cipta yang telnh 
terdaftar aiau pihak yang telah mendapat 
izin pernegang hak cipta. 



2) Pascakualiflkasi 
a) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian 

kualifikasi yang dilakukan setelah pernasukan 
penawaran. 

b) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan 
sebagai berikut : 
(1) Pelelangan Umum, kecuali Pelelanaan 

:, 

Umum untuk Pekerjaan Kompleks; 
(2) Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung: 
(3) Pemiiihan Penycdia Jasa Konsultansi 

Perorangan 
c. Kelornpok Keija ULP/Pejabal Pengadaan dilarang 

rnenarnbah persyaraian kualifikasi yang benujuan 
diskriminauf serta diluar yang Lelah ditetapkan dalam 
keientuan Pcraruran Preslden Nomcr 54 Tahun 2010 
Len tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraruran Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pen .. ibahan Keernpat atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Ta bun 2010 Len tang Pengadaan Barang/dasa 
Pernerintah. 

cl. Ke1ompok Kerja ULP/PejabaL Pengadaan wajib 
rnenyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : 
1) rncmuua Penyedia Barang/Uasa mengisi Iorrnulir 

kualifikasi; dan 
2) tidak rnerninta seluruh dokurnen yang disyaratkan 

kecuali pada tahap pernbuktian kualifikasi 
e. Pcmlaian kualifikasi di'akukan dengan metodc · 

1) Sist.em Gugur, untuk Pengadaar, Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya: 

21 Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. 

4. Tahapan Permlihan Penycd:a Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
.Jasa Lainnya 
a. Pemillhan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 

Lainnya dengan mstode Pelelangan Umum meliputi 
tahapan sebagai berikut · 
11 Pelelangan Umum unruk pemilihan Penyedia 

Barang/ Pekerjaan Konsiruksi/ uasa Lainnya a tau 
Pelelangan Terbaras untuk pemilihan Penyedia 
Barang/ Pekerjaan Kcnstruksi denga n 
prakualifikasi. rnetode dua sarnpul yang meliputi 
kegiatan: 
a) pengumuman dan/atau unoangan 

prakual ifikasi: 
bl pendaftaran clan pengambilan Dokurnen 

Kualifikasi; 
c) pemasukan dan evalt.asi Dokumen Kualifikasi; 
d) pernbuktian kualifikasi: 
e) penetapan hasil kualifikasi: 



Pelelangan Umurn un tu k pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/dasa Lainnya atau 
Pelelangan Terbatas untuk pemihhan Penyedia 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan 
prakualifikasi, rnetode dua rahap yang meliputi 
kegiatan : 
a) pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan 

prakualifikast; 
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
c) pernasukan clan evaluasi Dokumcn Kualifikasi; 
d) pembuktian kualifikasi; 
e) penetapan hasil kualifikasi: 
I) pengumuman hasil kualifikasi; 
g) sanggahan kualifikasi; 
h) undangan; 
i) pengambilan Dokumen Pernilihan; 
j) pernberian penjelasan, 
kl pemasukan Dokurnen Per.awaran tahap I. 
I) pcrnbukaan Dok Li men Pcnawaran tahap I; 
m) e, aluasi Dokurnen Penawaran tahap I; 
n) rnelakukan penyctaraan teknis apabila 

diperlukan, kecuali untuk metode evaluasl 
sistern rulai: 

o) peneiapan peserta yang lulus evaluasl tahap I; 
p) pernberitahuan dan pengurnurnan peserta yang 

lulus evaluasi taha p I; 
q) pemasukan Dokurncn Penawaran tahap II; 
r) pembukaan Dokurnen Pcnawaran tahap 11; 
s) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; 
t) pernbuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 
u) penetapan perncnang: 

2) 

[) pengurnurnan hasil kualifikasi; 
g) sanggahan kualifikasi: 
h) undangan: 
1} pengambilan Dokurnen Pemilihan; 
j} pemberian penjclasan; 
k} pernasukan Dokumcn Pcnawaran; 
JJ pcrnbukaan Dokumen Periawaran sarnpul I; 
m) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 
n) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi sampul !; 
o) pernbukaan Dokumen Pena·.varan sampul 11; 
p) evaluasi Dokurnen Penawaran sampul ti: 
qi pernbuatan Serita Acara Hasil Pelelang •. in: 
r) penetapan pernenang: 
s) pengun.uman pernenang: 
tJ sanggahan; dan 
u) sanggahan banding (apabila diperlukan]. 



51 Pelelangan Umurn uruuk permlihan Penyedra 
Barang/ Pekerjaan Konstruksr, .Jasa Lainnya dengan 
pascakualtfikasi, rnetode dt ,a sarnpul vang rneliputi 
kegiatan : 

v} pengumuman pcrnenang; 
w] sanggahan: dan 
x] sanggahan banding (apabila diperlukan): 

3) Pelelangan Urnurn atau Pelelangan Ter oatas unLUK 
pemilihan Penvedia Barang/PekerJaan ,~onstruksi 
dengan prakua'ifikasi, rnetode saiu sampul yang 
metiputi keglaran: • 
a) pcngumuman dan/atau undangan 

prakualifikasi: 
b) pendaftaran dan pcngambilan Dokumen 

KuaJifikasi; 
c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi: 
d) pembukUan kualifikasi; 
e) pcnctapan hasil kuahflkasi; 
n pengurnuman hasil kualifikasi; 
g) sanggahan kuahfikasr: 
h) undangan; 
i) pengambilan Dokurnen Pemilihan: 
j) pembenan penjelasan; 
k) pernasukan Dokumen Penawaran, 
I) pernbukaan Dokumen Penawaran, 
m) evaluasi Dokumen Penawaran: 
n) pembuacan Serita Acara Hasil Pelclangan; 
o) pcnetapan pemernng, 
p) pengumurnan pernenang: 
q) sanggahan;dan 
r) sanggahan band ins (apabila diperlukan). 

4) Pelelangan Limum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/ Pckerjaan Koustruksi/ Jasa Lainnya dengan 
pascakualifikasi. metode satu sampul yang rneliputi 
kegiaian : 
a) pengumuman; 
b) pendaftaran don pengarnbilan Dokuruen 

Pcngadaan; 
c) pernberian penjelas .. 111: 
d) pernas ukan Dokurnen Penawaran, 
e) pembukaan Dokurnen Penaweran: 
O evaluasi penawaran, 
g) evaluasi kualifikasi: 
h) pembuktian kualifikasi, 
i) pcrnbuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 
j) penetapan pernenang, 
k) pengumuman pemenang; 
I) sanggahan; d..n 
m) Sanggahan Banding (apabila dipcrlukan]. 



b. Pernilihan dengan rnetodc Pelelangan Sederhana uncuk 
Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pernihhan Laugsung 
untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, rneliputi tahapan 
sebagai berikut : 
1) pe ngurnuman; 
2) pendaftaran dan pengarnbilan Dokumen Pengadaan; 
3) pembenan penjelasan, 
4) pernasukan Dokumen Penawaran; 
5) pernbukaan Dokumcn Penawaran; 
6) evaluasi penawaran: 
7) cvaluasi kualifikasi; 
8) pcmbuktian kualifikasi; 
9) pernbuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 
l 0) penetapan pemcnang; 
I I) pengumuman pernenang; 
12} sanggahan;dan 
13) sanggahan banding (apabila dipcrlukan). 

c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya untuk penanganan darurai dengan metode 
Penunjukan Langsung, rnehputi tahupan sebagai berikut: 
I) PPK dapat rnenerbiikan Surat Pcrintah Mulai Kcrja 

(SPMK) kepada: 
a) Penycdia terdc kat yang sedang melaksanakan 

pekerjaan sejenis: atau 
b) Penyedia lain yang dinilai mampu den 

rnernen uhi kunlrflkasi untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia 
sebagaimana dimaksud pada huruf a). 

2) Proses clan adrrunistrasi Penunjukan Langsung 
dilakukan secara sunulran, sebagai berikui : 
a) opname pekerjaan di lapangan; 

a) pengumuman; 
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan: 
c) pemberian penjelasan: 
d) pemasukan Dokumen Penawaran: 
e) pernbukaan Dokumen Penawaran sampul 1; 
q evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 
g) pernberitahuan clan pengumuman peserta yang 

lulus evaluasi sarnpul I; 
h] pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 
i) evaluasi Dokurncn Penawaran sampul II; 
j) pembuktian kualifikasi: 
k) pembuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 
I) penetapun pemenang; 
m) pengumuman pemenang; 
n) sanggahan: dan 
o) sanggahan banding (apabila diperlukan). 



b} penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume 
pekerjaan. serta waktu penyelesaian pekerjaan; 

c) penyusunan dan penetapan HPS; 
d) penyusunan Dokumen Pengadaan; 
el penyampaian Dokumen Pengadaan kepada 

Penyedia; 
I) pemasukan Dokumen Penawaran; 
g) pembukaan Dokumen Penawaran: 
h) klarifikasi dan negosiasi ieknis dan harga; 
i) penyusunan Berita Acara Has1J Penunjukan 

Langsung; 
j) penetapan Penycdia; dan 
k) pengumuman Penyedia. 

d. Pemilihan Penyedia Ba.rang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya unruk bukan penanganan darurat dengan 
Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan scbagai 
berikut : 
1) undangan kepada peserta terpihh dilampiri 

Dokurnen Pengadaan: 
2j pernasukan Dokumen Kualifikasi; 
3) evaluasi kualiflkasi; 
41 pernbuktian kualifikasi, 
5) pernberian penjelasan; 
6) pernasukan Dokumen Penawaran: 
7) evaluasi penawaran serta klanfikasi dan negosiasi 

teknis dan harga, 
81 penyusunan Beriia Acara Hasil Penunjukan 

Langsung: 
Q) penetapan Penyedia, dan 
l 0) pengumuman Pen) edia. 

e. Pernilihan Penyedia Barang/ Pekerja an Koustruksr/.Jasa 
Lainnya denga-i rnctode Penga laan Langsung dilakukan 
sebagai berikut : 
l) pembelian/pcmbavaran langsung kcpada Pcnyedia 

untuk Perigadaan Barang/Jasa Lainnya yang 
menggunakan bukti pcmbelian clan kuuansi, serta 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang 
menggunakan kuitansi; 

2) perrrnntaan penawaran yang disertai dengan 
klarifikasi serta negosiasi tcknis clan harga kepada 
Pcnyedia untuk Pengadaan Langsung yang 
menggunakan SPK. 

f. Pernilihan Penyedia Baraug/dasa Lainnya dengan metode 
Kontes/Sayembara rnehputi paling kurang tahapan 
sebagai berlkut : 
I) pengumuman; 
2) pendaftaran dnn pengambilan Dokurncn Kontes/ 

Sayembara; 
3) pernberian penjelasan: 
+) pernasukan proposal, 



S) pembukaan proposal; 
6) perneriksaan adrninistrasi dan penilaian proposal 

teknis; 
7) pernbuatan Berita Acara Hasil Kontesj Sayernbara; 
81 pcnetapan pemenang; 
9) pengurnuman pemenang. 

g. Pcrnilihan Penyedia Jasa Konsultans: dengan metode 
Seleksi Umum melipuci tahapan sebagai berikut · 
I J metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua 

sarnpul yang rneliputr kegiatan : 
a) pengumuman prakualifikasi; 
b) pendaftaran dan pengambilnn Dokurnen 

Kuahfikasi: 
c) pernberian peujelasan [apabrla diperlukanl: 
d] pernasukan clan evaluasi Dokumen Kuulifikasi: 
e) pembukuan kualifikasi: 
D penetapan hast! kualifikasi: 
g) pemberitahuan dan pengumurnan hasil 

kual i likasi; 
h] sanggahan kuallfikasi: 
i) undangan: 
j) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
k] pemberian penjelasan: 
i) pernasukan Dokurnen Penawaran; 
m) pembukaan dokurnen sampul I 
n) evaluasl dokurnen sampul l: 
o) penetapan peringkai teknis; 
pJ pernberitahuan dan pengumuman peringkat 

teknis; 
q] sanggahan: 
r) sanggahan banding (apabila diperlukan); 
s) undangan pembukaan dokumen sarnpul II; 
r) pernbukaan dan evaluasi dokumen sarnpul If; 
u) undanga n klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biava; 
v) klaritikasi d m negosiasi teknis dan biaya; 
w) pernbuatan Serita Acara Hasil Seleksi 

2) metode cvaluasi kualitas dan biaya serta metode 
evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua 
sampul yang melipuu kegiatan : 
a) pengumuman prakualifikasi: 
b) pendaftaran dan pengambilan Dokurnen 

Kualifikasi; 
c) pemberian penjelasan (apabila diper'Iu kan}, 
d) pemasukan dar. evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
e] pernbukuan kuallfikasr; 
n penetapan basil kualifikasi: 
g) pernbcritahuan dan pengumurnan hasil 

kualifikasi; 
h) sanggahan kualitikasi; 



3) 

i) undangan: 
j) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
k) pernberiau penjelasan: 
I) pemasukan Dokumen Penawaran: 
m) pernbukaan dokumen sarnpul I; 
n) evaluas: dokumen sampul I; 
o) penetapan perrngkat teknis; 
p) pernberitahuan dan pengurnurnan peringkat 

tekms; 
qj undangan pembukaan dokumen sarnpul 11; 
r) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul 11; 
s) penetapan pernenang: 
t} pernberitahuan dan pengumuman pemeoang; 
u) sanggahan; 
v) sanggahan banding (apabila diperlukan]; 
w) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya; 
x] klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
y) pernbuatan Serita Acara Hasil Seleksi. 
melode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran 
prakualifikasi dengan satu sampul yang rnelipuu 
kegiatan: 
a) pengumuman prakualifikasi; 
b) peridaftaran clan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
c) pernberian penjelasan (apabila diperlukan); 
d) pernasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
e) pernbuktian kualifikasi; 
D penetapan hast! kualifikasi; 
g) pernberitahuan dan pengumuman hasil 

kualifikasi: 
h) sanggahan kualifikasi: 
i) undangan; 
j) pemberian penjclasan: 
k) pernasukan Dokumen Penawaran; 
J) pembukaan Do'curnen Penawaran: 
m) cvaluasi adrnirustrasi, teknis dan biaya: 
1,) penetapan pcmenar g; 
o) pernberitahuan dan pengurnurnan pernenang; 
p) sanggahan: 
q) sanggahan bandmg [apabila diperlukan): 
r} undangan klarifikasi dan negosiasi; 
s) klarifikasi dan negosiasi, dan 
t) pernbuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 

h. Pernilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Seleksi Sederhana dengan rnetode evaluasi Pagu 
Anggaran atau rnetode biaya tcreudah dengan saru 
sampul meliputi tahapnn sebagai berikui : 
I) pengurnuman prakualifikasi: 
2) pendaftaran dan pengarnbilan Dokumcn Kualifikasi; 



3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan): 
,1) pemasukan dan evaluasl Dokumen Kualifikasi; 
5) pembuktian kualifikasi: 
6) penetapan hasil kualifikasi; 
7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 
8) sanggahan kuahflkasi: 
9) undangan; 
10) pernberian penjelasan; 
11) pemasukan Dokurnen Penawaran: 
12) pembukaan Dokumen Penawaran: 
13) evaluasi adrninistrasi, teknis, dan biaya: 
14) penetapan pemenang; 
15) pemberirahuan dan pengumuman pemenang; 
16) sanggahan; 
t 7) sanggahan banding (apabila diperlu:Can); 
18) undangan klarifikasi dan negosiasi ieknis dan biaya; 
t 9) klarifikasi can nego siasi; dan 
20) pernbuatan Berita Acara Hasil Seleksi 

1. Perrulihan Penyedia Jasa Konsultansi dcnga-i Metode 
Penunjukan Langsung untuk pcnanganan darurnt 
rnclipuii tahapan sebagai Lerikut : 
I) PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPM !<) kepada : 
a) Penyedia Jasa Kon sultanst terdekat yang scdang 

rnelaksanakan pekerjaan sejerus di loxasi 
penanganan darurui, atau 

b) Penvedia .Jasa konsultansi lam yang dinilai 
mampu dan memenuhi kuahfikasi untuk 
rnelaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada 
Penycdia .Jasa Konsuhar.si sebagairnana 
dlrnaksud pada huruf a}. 

2) Proses dan adrmrustrasi Penunjukan Langsung 
dilakukan secara sirnultan, sebagai bcrikut : 
a) opnarne pekerjaan di lapangan; 
b) penetapan ruang lingkup, jurnlah, clan 

kuahfikasi renaga nhli seria wakiu penyelesaian 
pekerjaan; 

c) penyusunan Dokumen Pengadaan; 
d) penyusunan dan penetapan HPS: 
e) penyarnpnian Dokumen Pcngadaan; 
n pernasukan Dokumen Pcnawaran: 
g) pcrnbukaan clan cvaluasi Dokumcn Pcnawaran; 
h) klarifika si dan ncgcslasi teknis C:an bi.iva: 
l) prnyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
JJ penctapan Penyedia; rl::u, 
I<) pengurnuman Penyedia 



J· Pernilihan Penyedia .Jasa Konsultansi dengan Metode 
Periunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat 
rneliputi tahapan sebagai berikut : 
1} undangan kcpada pescrta terpilih dilampiri 

Dokumcn Pengadaan: 
2) pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualif.kasi: 
3) pemberian penjelasan; 
4) pernasukan Dokurnen Penawaran; 
5) pernbukaan dan evaluasi penawaran; 
6) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya: 
7) pernbuatan Berita Acara Hasil Pe-iunjukan 

Langsung; 
8) penetapan Penyedia; dun 
9j pengurnurnan 

k. Pemilihan Penyedia .Jasa Konsultansi dengan Metode 
Pcngadaan Langsung dilakukan dengan perminiaan 
pcnawaran yang diixuu dengan klarifikasi serta negosiasi 
teknis dan biaya kepada calon Penyedia. 

I. Pcmilihan Penyedia Jasa Konsulransi deugan metode 
Sayernbara rnclipun paling kurang tahapan sebagai 
berikut : 
1) pengurnuman; 
2) pendaftaran dan pengarnbilan Dokurncn Sayembara; 
3) pernberian penjelasan, 
4) perna sukan proposal. 
5) pernbukaan proposal, 
6) perneriksaan adrnirustrasr dan pernlaian proposal 

teknis; 
7) pernbuatan Senta Acara Hasil Sayembara: 
8) penetapan pemenang: 
9) pengurnurnan pernenang. 

m. Permlihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan 
rnenggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi 
saru sampul, melipuii kegiatan sebagai berikut : 
1) pengurnuman: 
2J pendaftaran dan pcngambilan Dokurnen Pengadaan: 
3) pernberian penjelasan; 
4) pemasukan Dokurnen Penawaran; 
5) pernbukaan Dokumen Penawaran: 
6) evaluasi penawarar: 
7) evaluasi kua!ifikasi; 
8) pembuktian kualifikasi: 
9) pernbuatan Berna Acara Hasil Evaluasi: 
1 OJ pcnetapan pemenang: 
11) pengurnurnan pcmcnang; 
12) sanggahan: 
13) sanggahan banding (a.;:>ab1la drperlukan]; 
14) undangan klanflkasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
15) klarifikasi dan negosiasi ccknis dan biaya; dan 
16) pernbuaran Be1 ha Acara Hasil Seleksi, 



6_ Kontrak 
a. PPI< menctapkan jenis Kcntrak Pengadaan Barang/.Jasa 

dalaru rancangan kontrak. 

5. Penyusunan Dokurnen Pengadaan Barang/ Jasa 
a. Kclornpok Kerja L;LP/Pejahat Pengadaan rnenyusun 

Dokurnen Pengadaan Barang/Jasayang terdiri atas: 
1) Dokumcn Kualifikasi: dan 
2) Dokurnen Pemilthan 

b. Dokurnen Kualifikasi sebagairnana dimaksud pada 
huruf a angka 1), paling kurang terdin atas : 
I) petunjuk pengisian Iorrnulir isian kualrfikasi; 
2) forrnulir isian kualifrkasi; 
3) instruksi kepada peserta kualifikasi; 
4) lernbar data kualifikasi; 
5) Pnkta lntegritas: dan 
6) tata cara eva h .. iasi kualiflkasi 

c. Dokurnen Pemilihan sebagairnana drrnaksud pada 
huruf a angka 2}. pai.ng kurang terdiri a Las : 
l) undangan/ pengumurnan kepada calon Penyedia 

Ba rang/ J asa: 
2) instruksi kepada peserta Pengadaan Bara11g/Jasa; 
3) syarat-syarat wnum Kontrax: 
4) syarat-syarat khusus Kontrak: 
5) daftar kuantitas dan harga: 
6J spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAI~) 

danj atau gambar; 
7) beniuk surat penawaran: 
8) rancangan Kontrak: 
9) beruuk Jaminan; dan 
1 OJ conroh-cornoh forrnulir yang perlu diisi. 

d. PPK menetapkan bag.an dari rancangan Dokumen 
Pengadaar; yang terdin aras : 
1 J rancangan SPK; aiau 
2J rancangan surat perjanjian termasuk : 

a) syarar-syarat umum Koritrak; 
b) syarat-syarat khusus Kontrak; 
c) spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

dan/atau gambar; 
d) daftar kuanutas can harga, dan 
e) dokumen lainnya. 

3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 
e. Ketentuan mengenai Standar Dokumcn Pengadaan 

(Standara Bidding Document) dapat berpedoman pada 
Peraturan Kepala Lernbaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/.Jasa Pernerintan (LKPP} Nomor 6 Tahun 2010 
tcritang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Stand1.:trcl Biclding Document) 



b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi . 
1) Kon trak berdasarkan cara pem bavaran; 
2) Kontrak berdasarkan pcmbeoanan T ahun Anggaran; 
3) Kontrak berdasarkan surnber pcndanaan: dan 
4) Kontrak berdasarkan jenis pckcrjaan 

c. Kontrak Pengadaan Barang/Jasn berdasarkan cara 
pernbayaran, ierdui atas . 
1) Kontrak lump Sum 

Kon tr ak lump Sum rnerupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/iJasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan 
dalarn batns waktu tertentu sebagaimann diterapkan 
dalam Kontrak, ciengan ketenruan sebagai berikut : 
a) jumlah harga pasti dan tetap serta tidsk 

dirm .. ingkin kan penvesuaian harga; 
b) sernua risiko scpenuhnya ditanggung oleh 

Pcnyedia Barang/Jasa: 
c] pcmbayaran dicasarkan pada tahapan produk/ 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi 
Kontrak; 

d) sifat pekerjaan bcrorientasi kepada keluaran 
(output based); 

e) total harga penawaran bersif at mengikat, dan 
D tidak diperbolchkan adanya pekerjaan tambah/ 

kurang. 
2) Kontrak Harga Satuan 

Kontrak Harga Satuan rnerupakan Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas waktu yang telah diteiapkan 
dengan keteruuan sebagai berikut : 
a) harga Satuan pasti dan temp untuk setiap 

satuan aiau unsur pekerjaan cengan spesifikasi 
teknis tertentu: 

b) volume atau kuantitas pekerjaannya masih 
bersifat perkiraan pada saat Kontrak 
ditandatangani: 

c) pembayarannya didasarkan pada hasil 
pengukuran bersama atas volume pekerjaan 
yang benar-bcnar telah dilaksanakan oleh 
Penyedia Barang/Jasa; dan 

d) dimungkinkan a i anya pekerjaan tambah/ 
kurang berdasarkan basil pengukuran bersama 
atas pekerjaan yang diperlukan. 

3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan 
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Saruan 
adalah Kontrak yang rnerupakan gabungan Lump 
Sum dan Harga Satuan dalarn 1 (satu] pekerjaan 
yang diperjanjikan. 



iertenru. 
2) Kontrak Pengadaan Bersarna 

Korurak Pengadnan Bersarna rnerupakan Kontrak 
antara beberapa 1-'Pl~ dengan I (satu) Penyedia 

Kontrak 
l (saru) 

untuk 
wakiu 

5) Kontrak Terima Jadi (Thmkey} 
Korurak Terirna Jadi (ThmkeyJ rnerupakan Korurak 
Pengadaan Barang,' Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya aias penyelesaian scluruh pekerjaan dalarn 
batas wakru tertentu dengan kctentuan sebagal 
berikut: 
a) jumlah harga pasti dan tetap sarnpai seluruh 

pekerjaan selcsai dilaksanakan; dan 
b) pernbayaran dilakukan berdasarkan hasil 

penilaian bersarna yang rnenunjukkan bahwa 
pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan 
kriteria kir.erja yang telah ditetapkan. 

d. Korurak Pcngadaan Barang/Jasa berdasarkan 
pembebanan Tahun Anggaran sebagairnana dimaksud 
pada huruf b angka 2), terdiri alas : 
I) Kontrak Tahun Tunggal 

Kontrak Tahun Tnnggal merupakan Korurak yang 
pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran 
selama masa 1 [satu) Tahun Anggaran. 

2) Komrak Tahun Jamak. 
Kontrak Tahun Jamak rnerupakan Kontrak yang 
pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 
(satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang 
clilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati 
sesuai dengan kerentuan peraruran perundang­ 
undangan. 

e. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber 
pendanaan sebagairnana dimaksud pada huruf b 
angka 3), terdiri atas . 

l) Kontrak Pengadaan Tungga1 
Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan 
yang dibuat oleh 1 (satu) ?PK dcngan 
Penyedia Bar ang I .Jasa terten Lu 
menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam 

4) Konrrak Persentase 
Kontrak Persenrase merupakan Kontrak Pengadaan 
Jasa Konsultansr/dasa Lainnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a) Penyedia Jasa Konsultansi/dasa Lainnya 

menerima irnbalan berdasarkan persentase dari 
nilai pekerjaan tertenru; dan 

b) pembayaranrya didasarkan pada tahapan 
produk/ keluaran yang dihasilkan sesua: dengan 
isi Kornrak. 



Barang/Jasa uruuk rnenyelesaikan pekerjaan dalam 
waktu tenentu. sesuai dengan kebutuhan rnasing­ 
masing PPK yang rnenandatangani Kontrak. 

3) Kontrak Payung (Framework Contract). 
Koncrak Payung (Framt!lwork Contract) merupakan 
Kontrak Harga Satuan antara Perneriruah dengan 
Penyedia Earang/Jasa yang dapai dirnanfaatkan 
oleh Daerah, dengan ketentuan sebagai berikui : 
a) diadakan untuk menjarnin harga Barang/Jasa 

yang lebil, efisien, ketersediaan Barang/.Jasa 
ierjarnin dan sifutnya dlbutuhkan secar a 
berulang dengan volume atau kuantitas 
pekerjaan yang belurn dapat ditentukan pada 
saai Kontrak ditandatangani; dan 

bJ pembayaran nya dilakukan oleh setlap 
PPK/Sacuan Kerja yang didasarkan pada hasil 
penilaian I pengukuran bersama terhadap 
\'Olume/kuanli~a1:, pekerjaan yang Lelah 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara 
nyaia. 

f. Kontrak ?engadaan Barangy.Jasa berdasarkan jenis 
pekerjaan sebagairnana drrnaksud pada huruf b angka 4L 
Lcrdiri alas : 
I] Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal 

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan 
Kontrak Pengadaan Barang/.Jasa yang hanya terdiri 
dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan. pelaksanaan 
atau pengawasan. 

2) Kontrak Perigadaan Pekerjaan Terintegrasi. 
Kon trak Pengadaan Pekerjaa n Teri n tegr asi 
rnerupakan Kontrnk Pengadaan Pekcrjaan 
Konstruksi yanis bersifat kornpleks dengan 
menggabungkan kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan danj arau pengawasan. 

g. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barar-g/ Jasa 

1) PPK menyernpurnaken rancangan Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani. 

2) Dalam menyusuu dokumen kontrak PP!< harus 
memperhatikan pekerjaan yang beresiko tidak 
selesai/ pekerjaan yang berpotensi melampaui batas 
anggaran. Hal 1n1 harus diatur dalam klausul 
terscndiri. 

3) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/.Jasa 
dilakukan setelah DF'A drterapkan 

'-1) DaJam ha! proses pcmilihan Penyedia Barang/Jasa 
dilaksanakan mendahuluipengesahan DPA dan 
alokasi anggaran dalam DPA tidak disetujui atau 



ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan 
Barang/ Jasa yang diadakan, proses !lemilihan 
Penyedia Barang/ Jasa dilanjutkan ke ta hap 
Penandatanganan Kontrak setelah dilakukan revlsi 
DPA atau proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
dibatalkan. Apabila proses Pernilihan Penyedia 
Barang/.Jasa dibatalkan karena DPA tidak 
ditetap'can atau alokasi anggaran dalam DPA yang 
ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang 
diadakan, kepada Pcnyedia Barang/Jasa tidak 
diberikan garui rugi 

5) Para pihak mcnandatangani Kontrak setclah 
Pcnycdia Barang/crasa menycrahkan Jaminan 
Pelaksanaan, 

6) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
yang kornpleks dan/atau bernilai diatas 
Rpl00.000.000.000,00 (serarus rniliar rupiah) 
dilakukan seiclah meroperoleh pendapat ahli 
hukurn Kontrak. 

7) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak 
Pcngadaan Barang .Jasa aras narna Penyedia 
Barang/Ja.sa aualah Direksi yang disebutkan 
narnanya clalam Akra Pend man/ Angnaran Dasar 
Penyedia Barang Jasa, yang telah diduftarkan 
sesuul dengan peraturan perundang-uudanga n. 

8) Pihak lain yang bukan Direksi aiau yang narnanya 
udak disebutkan dalarn Akta Pendirian/ Anggaran 
Dasar sebagaimana drmaksud pada angka 6), dapat 
rnenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, 
sepanjang pihak tcrsebut adalah pengurus/ 
karyawan perusahaan yang berstarus sebagai 
tenaga kerja tetap clan rnendapat kuasa atau 
pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau 
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ 
Anggaran Dasar uncuk menandatangani Kontrak 
Pengadaan Barang .Jasa. 

h. Tanda Bukti Perjanjian [Kontrak]. terdiri atas : 
1) Bukti pernbelian 

Bukti pembclian tnota) digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang nilainya sampai dcngan 
Rp 10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah). 
Sedangkan ad mirustrasi pertanggungjawaban nya 
sesuai dengan Sisrem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

2) Kuitansi 
Kuintansi digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang rulainya di alas 
RpJ 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sarnpai 



7. .Jarninan 
a. Jaminan Pengaaaan Banng/Jasa terdiri atas : 

1) Jaminan Uang Muh.a: 
a) Penyedia ,Jasa Konsultansi dapat diberkan Uang 

Muka. 
b) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia 

Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka 
yang diterirnanya. 

c) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai 
Uang Muka yang diterimanya, 

d) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara 
proporslorial pada seuap rahapan pcmbayaran. 

2) .Jarninnn Peiaksanaan; 
a) .Jaruinan Pelaksanaan dirnirua PPK kepada 

Penyedia Ba rang/ Pekerjaan Konstruksi untuk 
Kontrak berrulai di aias Rp200.000.000.00 (dua 
rarus juta rupiah). 

dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah}. 
Sedangkan adrnrniatras] penanggungjawabannya 
sesuai dengan Sistern dan Prosedi,r Pengelolaan 
Keuangan Daerah, 

3) Surat Perin cah Kerja (::3PK) 
SPK digunakan uruuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan 
Konstruksiy.Jasa Lainnya dcngan nilai cit atas 
Rp50.000 000,00 (hrna puluh juta rupiah) sarnpai 
dengan Rp200.000 000,00 [dua ratus ju,a rupiah) 
dan untuk Jasa Kousultansi dengan nilai sarnpai 
dcngan Rp50.000 000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Sedangkan adnurustrasi pertanggunnjawabannya 
sesuai dcngan Sistern dan Prosedur Pengelolaan 
Kcuangan Daerah 

4) Surr.t Perjanjian 
Surat Perjanjian digunakan untuk Pcngadaan 
Barang/Pekerjaan Konstrukai/.Jasa Lainnya dengan 
nilai dr atas Rp200 000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai 
diaias RpS0.000.000,00 (lirna puluh juia rupiah). 
Sedangkan adrnirnstrasl pertanggungjaw abannya 
sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pcngelolaan 
Keuangan Daerah. 

5) Surat Pesanan 
Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa rnelalui E-Purchasing dan pcmbclian 
secara on-line pada portal LKPP. 
Sedangkan admirustrasi pertanggungjawabannya 
sesuai dengan Sistern dan Prosedur Pcngelolaan 
Keuangan Daerah 



b) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalarn 
hal: 
( l) Pengadaan barang/ Pckerjaan Konsuuksi/ 

.Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan 
rnetode Pcngadaan Langsung, Penunjukan 
Langsung unruk penanganan darurat, 
kontes dan sayernbara; 

(2) Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset 
penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; 

(3) Pengadaan Barang/.Jasa dalarn katalog 
elektronik melalui E-Purchasing. 

c) Jaminan Pelaksanaan sebagalmana dirnaksud 
pada huruf a) dan huruf b) diberikan setelah 
diterbitkannya SPPBJ dan sebelum 
penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ 
Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya. 

d) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah 
sebagai berikut : 
( l) uruuk nilai penawaran tcrkoreksi antara 

80% (delapan puluh perseratus] sampai 
dengan 100% (seratus perseratus] dan nilai 
tOtA.I HPS, .Jaminan Pela.ksanaan adalah 
sebesar 5'l-o (lirna perserarus) dari nilai 
Kontrak; atau 

(2) untuk nilai penawaran ierkoreksi 
dibawah 80% (delapanpuluh perseratus) 
dari nilai total HPS, besarnya .Jaminan 
Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai 
total HPS. 

e) Jaminan Pelakso naan berlaku sejak tanggal 
Kontrak sampai serah terirna ilarang/ Jasa 
Lainnya atau serah terima pertarna Pekerjaan 
Kon stru ks 1. 

Q Jaminan Pelaksanaan dikernballkan setelah : 
[I] penyerahan Barang/Uasa Lainnya dan 

Serrifikat Garansi: atau 
(21 penyerahan .Jaminan Perneliharaan sebesar 

5% [hrna perseratuu] dari 11110.i Konirak 
khusus bagi Penyedia Pekerjaan 
Konstruksr/ -Jasa Lainnya. 

3) Jaminan Perneliharaan 
a) Penyedia Barang, Jasa mernberikan Jaminan 

Pemcliharaan kepada PPK setclah peiaksanaan 
pekerjaan dinyatakan selcsal I 00% (scrarus 
peraeratus) uruuk · 
(1) Pekerjaan Konstruksi 
(21 Pengadaan .Jasa Lainnya yang 

mernbutuhkan masa pcrncllharaan. 
b) Besar nilai .Jarmnan Perru.liharaan sebesar 5% 

(hma perserarus) dari rulai kontrak. 



c) Jaminan Perneliharaan clikembalikan secelah 14 
(empal belas) hari kerja setelah masa 
pemeliharaan selesai. 

d) Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat mermlih 
untuk memberikan Jaminan Perneliharaan atau 
mernberikan retensi. 

e) Jaminan Perneliharaan atau retensi sebagairnana 
dimaksud pada huruf d). besarnya 5% (lima 
pcrscratusj dari nilai Kontrak Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksij Jasa Lainnya. 

~ PPK dapat rnenahan sebagian pcmbayaran 
prestasl pekerjaan sebagai uang retensi untuk 
Jaminan Pcmeliharaan Pekerjaan Konstruksi. 

b. Jami nan atas Pengadaan Barang fJasa scbagarrnana 
dimaksud pada huruf 9. harus dapat drcairkan tanpa 
syarat (uncortditiona~ sebesar nilai Jaminan dalam waktu 
paling larnbat 14 (ernpat belas) hari kerja, setelah surat 
pernyataan uJanprestas darl PPK/ULP duerirna oleh 
Penerbit Jaminan. 

c. Kelompok Kerja Ul.Pr Pejabat Pengado.an atau PPK 
rnelakukan klarifikasi tcrtulis terhadap keabsahan 
,Jaminan yaug diterima. 

d. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjarmnan aiau 
Perusahaan Asuransi dapat cligunakan untuk semua 
jcnis Jaminan. 

c. Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d adalah Perusahaan Penjaminan yang merniliki 
izin dari Menleri Keuangan 

f. Perusahaaan Asuransi per-erbit Jaminan secagairnana 
dimaksud pada huruf d adalah Perusahaan Asuransi 
Umum yang merniliki izin uruuk menjual produk jaminan 
(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

8. Perpaja kan 
a. Penyedia jasa harus mengetahui, mernaharm dan paruh 

terhadap semua peraruran perundangs n-undangan 
tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah 
diperhitungkan dalam penawaran. 

b. Apabila terdapat perubahan perundang-undangan 
tentang pajak yang tcrjadi sctclah pembukaan 
penawaran, pembayaran pajaknya harus drlaxukan 
penyesuaian dan rnenjadi tanggung jawab penyedia jasa. 

9. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektroruk. 
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan 
cara E· Tendering dan E-Purchos1n9. 



e. Dalarn rangka pernbrnaan cian pengcndaltan pelaksanaan 
J\PBD, Bupaii Up. Tim Pembina. Pcngendali dan 
Koordinasi Kegiatan APBD melaksanakan pernbmaan 
dan penger:dal an yang dikoordirur oleh Bagian 
Administrasi Pcrnbangunan Setda Kabupaten 
Karanganyar sesuai dengan Tupoksrnya. 

pelaksanaan -cegiatan 
kegiatan yang telah 

dan evaluasi 
deugan jadwal 

c. Monitoring 
disesuaikan 
diteruukan. 

d. Jika terdapat hambaian dalam pclaksanaan kegiatan, 
rnaka Pengguna Anggaran. Pejabai Pernbuat Komitrnen, 
PPTK dalam rnenyampaikan laporan bulanan harus 
mcnguraikan rnasalah-rnasalah yang rirnbul, hal rcrsebut 
scbagai bahan Rakor POI<. 

E. PENGENDALLAN DAN PELAPORAN. 
1. Pengendalian. 

a. Dalam rangka pernbinaan di lapangan. Pengguna 
Anggaran. Pejabat Pembuai Kornitmen dan PPTK 
bertanggung jawab terhadap kelancaran dan hasil 
kegiatan. 

b. Pejabat Pembuat Kornitmen dan PPTK mengadakan 
bimbingan terhadap kelancaran kegiatan baik 
adrninistrasi maupun segi teknis. 

a. E- Tendering 
E-Te11derin.g dilakukan dengan ketentuan : 
1) Tidak diperlukan jaminan penawaran; 
2) Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; 
3) Apabila penawaran yang rnasuk kurang dari 

3 (tiga) peserta, pernilihan pcnyedia dilanjutkan 
dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; 

~) Tidak diperlukan sanggahan banding; 
51 Unruk pernilihan jasa konsultansi : 

a) Daftar pendek berjumlah 3 (riga) sampai 
5 (lima) peny edia konsuliansi: 

b) Seleksi sederhana dilakukan dengan mctode 
Pasca Kualifikasi. 

6} Para pihak yang terlibat dalarn C-Tendering adalah 
PPK, ULP / Pejabar Pengadaan dan Penyedia 
Barang/ J asa. 

b. EPurchasinq 
11 E-Purchasi1tg dilaksanakan oleh Pejabai Pengadaan/ 

PPK atau Pejabat yang ditetapkan oleh Prmpinan 
l nstansi/ I nstitusi: 

2) 1 Jrganisa~i r,·rn'1ttk<it Daor.rh wajrb rnelakukan E­ 
Purchasinq terhada p Ba rang, Jasa yang sudah 
dirnuat dalam E-Cn(a/ogue sesuni cengar, keburuhan 
< Jrga111s.1s1 Per angk.i Dacral 1. 



2) Materi paparan antara lain mcliputi . 
a) Kernajuan fislk maupun kcuangan sampai 

dengan bulan laporan. 
b] Visualisasi laporan dalam bentuk sarang laba- 

11:'l ba, 
c) Menyarnpaikan masalah yar.g timbul/ditemui 

dalam pelaksanaan kegiatan, langkah yang tclah 
diternpuh dan upaya penyelesaian lebih lanjut. 

d) Langkah/upaya penyelesaian menjacli pedoman 
bagi kegiatan lain yang mempunyai 
perrnasalahan yang sama. 

perrr.asalahan pernbangunan sccara 
yang tirnbul dan pemecahan 

2) I nventarisasi 
menyeluruh 
masalahnya. 

3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan 
dalarn rangka rnencapai : 
a) Tepat waJ..'1:11; 
b) Tepat mutu; 
c) Tepat administrasi: 
d) Tepat sasaran dan tepat manfaat. 

k. Penyajian laporan dalarn Rak.or POK. 
I) Pada waktu Rakor POK Pengguna Anggaran, Pejabat 

Pernbuai l<om1tmen/PPTK diminta untuk 
mengadakan paparan pclaksanaan kegiatan yang 
rnenjadi tanggung jawabnya bila diperlukan. 

f Atas dasar laporan bulanan dari Pengguna Anggaran 
kepada Bupati cq. Bagian Adminislrasi Pernbangunan 
selaku pengendah dapat mengikuti kegiatan secara 
menyeluruh. 

g. .Jrka tirnbul keudaksesuaian antara rcncana dun 
pelaksanaan, Tim Pembina APBD up. Kepala Bagian 
Adrrunisiraai Pernbangunan selaku pengendali 
rnengmventarisir atas dasar laporan yang masuk untuk 
diadakan pernecahannya melalui koordinasi Tim 
Pembina, Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD dan 
hasilnya dilaporkan kepada Bupati. 

h. Pelaksanaan Rakor POK Terpadu diselenggarakan 
rrurumalj sekurang-kurangnya seuap 3 (tiga) bulan sekali. 
Tim Pemb.na dapat melaksanakan kegiatar.nya melalui 
pemantauan, monitoring, evaluasi dan tinjauan lapangan 
sesuai jadwal y mg duenrukan 

J Maksucl clan Tujuan Raker POI< · 
I) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tahun 

anggaran 2017 yang ada di wilayah Kabupaten 
Karanganyar. 



F'. P8NYERAHAN HASIL KEGIATAN/PEKERJMN. 

I. Pada tanggal penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan 
perjanjiany kontrak pekerjaan dcngan ketenruan selarnbat­ 
lambatnya tanggal 31 Desernber 2017 (tutup tahun 
anggaranl, sernua kcgiatan harus sudah selesai 
I 00% (scratus perseratus] caik Iisik rnaupun kcuangannya. 

2. Penyerahan pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikui : 
a. 0PK rncnyer ahkan hasil pekerjaan kcpada PA. 
b. PA rnenyerahkan aset basil kegiatan kcpada Bupati 

dengo.n Berha Acara Penyerahan dengan ternbusan 
11 Inspcktur 
2) Kepnt .. 1 Badan i,:cu mg.rn Daerah. 

c. Aias dasar Beriia Acara Penyerahan dan Pcngguna 
Anggaran kepada Bupau, K. pala 8udun kcuanaan 
Duc rrh sesuai dengan LugRs pokok da-i Iungs] mernbuat 
Serita Acara pcnycrahan asct tcrsebut dari Bupati 
kcpada Organisasi Pcruncknr Ducruh penggunu unruk 
dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. 

3. Pen: erahan aset hasil kegiatan tersebut diatur sebagai 
berikut : 

2. Pelaporan, 
a. Pengguna Anggaran menyusun dan mer,yampaikan 

laporan bulanan selarnbat-Iarnbatnya tanggal 5 pada 
bulan berikutnya, rnengenai perkembangan dan 
kernajuan fisik/keuangan kegiatan/pekerjaan yang 
dikelolanya kepada Bupati melalui Bagian Adrninistrasi 
Pernbangunan Setda Kabupaten Karanganyar, dengan 
tcrnbusan kepada : 
1) Inspektorat t{abupaten Karanganyar. 
2) Badan Perencanaan clan Litbang Kabupaten 

Karanganyar. 
3) Sadan Keuangan Dacrah Kabupatcn Karanganyar. 

b, Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan 
Iungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ 
pekerjaan. 

c. Bagian Adrninistrasi Pernbangunan Secda Kabupaten 
Karanganyar men) iapkan laporan bulanan dari Bupati 
kepada Gubernur selarnbat-larnbatnya tanggal 10 pada 
bulan bcrikutnya apabila diperlukan. 

e) Jika dipandang perlu, ierhadap hasil Rakor POK 
tersebut dapat drtindaklanjut: perunjauan 
lapangan 



H. SANKSI. 
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan 1111 dikcnakan 
tindakan administratif dan tindakan-tindakan Jain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang oerlaku. 

G. PENGAWASAN. 
l. Pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan xegiatan 

Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh APIP dan Lernbaga 
Pengawasan Pernerintah lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

2. Atasan langsung bertanggungjawab atas pengawasan 
tcrhadap aparat bawahan/petugas di bawahnya sesuai 
dengan mekanisme yang diatur dalam Peraun an Pernerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 ter.tang Sistern Pengencalian Intern 
Peruerintah. 

3. Pengawasan Mas) arakat (Wasmas) dapai berfungsi : 
a. sebagai barometer untuk rnengukur dan mengetahui 

kepcrcayaan publik terhadap kinerja aparatur 
pernerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/.Jasa: 

b. rnernberikan koreksi tcrhadap penyirnpangan dalarn 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. memberikan masukan dalam peru:nusan kebijakan 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan dalarn Pengadaan Barang/.Iasa. 

4. Dalarn rangka tercapamya suaiu kcgiaran yang transparan, 
akunrabel. dan bebas Kl~N [Korupsi Kolusi Nepousrne}, rnaka 
suatu kegiatan fisik wajib dipasang papan nama kcgiaran 
yang bensi data-data kegiaran drrnaksud dengan rnaksud 
dan tujuan agar masyarakat umum dnpai rnudah 
mengetahuinya. 

5. Pclaksanaan kegiatan Iisik perlu diadakan dokumentasi 
(foto) dalarn keadaan (minimal) 0°111 (no! perscratus], 50% 
(lima puluh perseratus], l 00%, (serarus perseratus], sesuai 
dengan ketentuan pada ma sing-masing jc:nis kegiatari yang 
ada, 

a. Penyerahan aset hasi! kegiatan tersebui dapat 
diserahkan secara kurnulatif jenis kegiatan pada 
Orgarnsasi Pcrangkat Daerah. 

b. Dalarn penyerahan aset hasil kegiatan agar berpedoman 
pada Peraruran Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Mil:k Negara/Daerah. 

c. Segala biaya yang tirnbul akibat penyelesalan 
adrninistrasi penyere han aset hasil kegiatan dibebankan 
pada anggaran kegiatan yang bersangkutan. 



l. P8NUTUP. 
Peraturan Bupati rm merupakan pedoman pelaksanaan 
kegiatan/pekerjaan di Lmgkungan Pernerintah Kabupaten 
Karanganyar yang harus oilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab. 



NIP. 

Pengguna Anggaran, 

Kara ngo nyar. 

O,IN/\ (Rp.) PELAKSANAAN 
NO KOOE Rli:KENtNn / 01'/\ 

l,()lv\SI OIKER.J/\KAN OLEII PER•IASALAIIAN NAMA KECIATAN " Kl:XllATAN MUI.Al Sl:.U.SAI lf'T /1.V./ SIVAKEl.01.A/IJLL.) 
b. KONTRAK 

I 

FORM POK- I 

ORG1\NlSASI PERANGKAT DAERAI I 
SllMBER DANA 
S/DTUTUP BULAN 

LAPORAN PELAKSANAAN KEG!ATAN/PEKERJI\AN 

A FORMAT LAPORAN BULANAN 
l FORMAT LAPORAN l'ELAKSANMN KEG!ATAN/PEKERJAAN 

II. Li\PORAN PE:LAKSAN/\AN KIWI/\TAN/PEKE:RJ/\AN BAGI <>R<i·\1\Jl!-;,\:-1 1'1-:l~AN<ilv\T D\l·.l~All DI LINGKUNGAN 
PEMERINT/\11 KABLIPATEN KARJ\NG1\NYAR TAIIUN ANGGARAN 2017 



Yang dikerjakan oleh ah mat .. 
bcrdasarkan surat perjanjian pemhorongan nomor .. 
t.mggal dengan Surat Perintah Kerja nomor 
.... canggal dengan biaya 
sebesar Rp. .. .. . ( ) 

Yang ditetapkan cengan Surat Kepurusan PA/KPA nornor 
......................... iahun telah mengadakan penilaian hasil 
pckerjaan yang berupa : 

. pada .. 
Kabupaten Karanganyar. selaku Anggota 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

5. Narna 
N l P. 
Jabatan 

. pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

4. Nama 
NIP. 
.Jabatan 

.. pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota 
Panine Penerima Hasil Pekerjaan, 

3. Nama 
NIP. 
.Jabatan 

........................... pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, 

. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

................................................................... 2. Nama 
NIP. 
Jabatan 

............................... pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Kctua 
Paniua Penerirna Hasil Pekerjaan. 

I. Nama 
NIP. 
.Jabaran 

Pada han ini . .. tanggal bu Ian 
........................ tahun dua ribu yang berianda 
rangan drbawah ini 

BERITA ACARA PEMERIKS:\AN DAN PENERJt\lAA!'! HASIL 
PEKERJAAN TA HUN 2017 !<ABU PATEN Ki\RANG.:..!~Yl\R 

8. FORMAT BERITA ACARA PEt\1ERIKSAAN DAN PE:NERIMAAN 
HASIL PEKERJAAN 



1. Ketua ................. 

2. Sekretaris . ................ 

3. Anggcta ................. 

4. Anggota . ................ 
5. Anggota ................. ( 

PANTTIA PENE:RTMA HASlL PEKERJAA~ 

Dernikian Berita Acara in: dibuat menurut keadaan yang 
sebenarnya kernudian unruk dapat, dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Setelah dilakukan pemeriksaanz penilaian hasil pekerjaan di 
lapangan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkesimpulan 
sebagai berikui : 
l Penyedia Barang/Jasa telah rnclaksanakan pekerjaan 

dimaksud dengan baik sesuai dengan Rencana Kr-rja dan 
Syarat-syarat (RKS) dan pcrjanjian pemborongan. 

2. HasiJ peme.riksaan kondisi Iisik pekerjaan telah mencapai 
...... % (sebagairnana ter.ampir). 

3. Berdasarkan penilaian hasil pekerjaan tersebut. maka 
pelaksanaan pekerjaan .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . ... .. . yang dilakukan 
oleh . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . dinyatakan dapat diterima dan 
selanjutnya dapat dilakukan serah terirna hasil pekerjau.n. 



2. Sekretaris . ................ 
3. Anggota ................. 
4. Anggoia ................. 
5. Anggota ..... ' ........... 

1. Kcrua 

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

TARGET REALI SAS I 
IJO URAIAN PEKERJ,'.,.!:l 

SATlJAN I z7~~· BOBOT KETERANGAN 
VOLUME /OLUME I SATUAl1l (%) 

l 2 3 4 5 6 7 I 8 9 

I 
I 
I I 

I 

I . I 
I JUMLAH PERSENT.-lSE I I I 

ii 
SELURUH PEKERJAAN I 

I I TINGK.t.T PENYELES41A~H I I I I KEF,IAJUAN PEKER.iAAN 

YANG DILAKSANAKAN OLEH . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••• 

LAMPIRAN PENILAlAN/PE~IERIKSAAN PEKERJMN 



Yang dikerjakan oleh ala mat . 
berdasark an surat perjanjian pernborongan nornor . 
tanggal dengan Surat Perintah Kerja nomur 
. . .. .. . .. tanggal . . . . .. . .. . .. . dengan biaya sebesar 
Rp. .. .. . . .. .. .. ( J 

PIHAK KESATU rnenyerahkan kepada PIHAK KEOUA untuk yang 
pertarna kedua kali ..... ), hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD 
tahun . . .. Kabupaten Karanganyar, yang berupa : 

Pasra.l I 

Berdasarkan Serita Acara Pcnilaian clan Penerimaan Hasil 
Pekcrjaan dari Paniua Peneriina Hasil Pekerjaan tanggal 
.. .. untuk paket pengadaan pekcrjaan 
.......................................................... *) 
Pada han dan tanggaJ tersehut diatas bersama-sama mengadakan 
serah terima pekerjaan kegiatan Dana APBD tahun . 
sebagai berikut : 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . pad a . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Pejabat 
Pcrnbuat Komitrnen Paket Pckerjaan 

. . 
.......................................................................... 1. Nama 

'.'J I P. 
Jabatan 

Dalarn hal im bertindak uriruk clan atas 
nama perusahaan tersebut diaras. 
Selanjuinya disebut PlHAK KESA1'U. 

. . . . . . . . . - - . 
Direkiur c,·. / PT. . . 
............... -············· ., . l Narna 

Iabatan 
Alarnat 

dibawah ini 

Pada hari ini .. . tanggal . .. bulan 
tahun dua ribu . .. ... ... yang bertandaiangan 

PERTAMA / l{EDUA UNTUK VANG 

BERITA ,\CARA SERAn TERIMA HASIL PEKERJAAN r:EGIATAN 
DANA APBD fAHUN 201- MBUPATEN l<ARANOANYAR 

C. FORMAT BERlTA ACARA SERAH TRRIMA 1-IASll, PEKERJMN 
Ui':TUK YANG PERTAMA/KEDUA 



NIP 

Karanganvar. 
Kep,ala 

Keterangan : 
A. Persentase Target pelaksanaan keg1atan (sudah dllsi sampai dengnn akhlr tahunl 
B. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (fis1k maupun non fisJlt d1isl komula1tr sampat pada bulan yang bersangkutan) 

". C. Persentase Target Keuangan (sudah diisl samoal dengan akhir tah11n) 
D Persentase SPJ dan dana total (ddsl komulatil sarnpai pada bulan y"dng bersangk1.Jlan) 

• Jumlah/Rata-rata harus dlisi 
• Target Keglatan & Keuangan harus sudah diisi sarnpal akhlr tahun/ anggaran 

JUMLAH/RATA-RATA 

I OAlllo Rp 
i :,:,r 
b t<Ol,TRtK 

KCCE REYE~!,,:-:; •,:.~1e 
r EGI' -,.N 1./0 

SKPD 
SUMBER DAI J/. 
TUTUP BULAN 

REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 2017 DI KABUPATEN KARANGANYAR 

NIP 

~:a, an~anyar 
Kepala 

DANA1Rp) . PEL!,,.2!NAAN Permasalahan 

NO KOO~ ~E,<EN1r JG I a DPA LOKASI Dl!<ERJAl'AN 
~IM,t~ ~ EGI.; T ;.t, KEGIATA'I l."UL! SLES4r OLEH (C1, 0TI Swakelola e KON"-RM all) ·- I 

I 1: I . 

SKPD 
SUMBER DANA 
S/0 ru-up BULAN 

LAPORAN PELAKSANAAN KEG:AT AN/PEKERJAAN 



NIP 

i<ara119anyar 
,<epala 

I 
/.PAK.ah' MAS!H DIP!:RlUK.ci.N TINDAi< URAiAN PERINCIAN USAHA YANG TELAH DI 

NO KODE REKENING '!MASAI.AH (KAPAN DAN LAI\UKAN (KAPAN DAN l.AN,1U- 
OLEH SIA?O. (INSTANSl KET NAMA KEGl4TAN APA MASALAHNYA) APA, BAGAIM4MAI YA TDK YANG DI HO.RAPKAN 

DAPAT MEMBANTU) 

. I - 

SKPD 
SUMBERDANA 
TAHUN ANGGARAN 
SID TUTUP BULAN 

MASALAH I HAMBAT AN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN I KEGIAT AN 
SERT A USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAJ DISARANKAN UNTUK MENGATASI 

NIP 

Karanganyar 
Kepala 

. I KOOE REl<ENIN"' I OA~C. tRp I SP20 I s p J I 
t/0 NAM.ti KEGI' -AN i3 D 1>.. ~·:19u!art Bulan in! J sld ti'Jlar e I sio Saian Sula!l m Sid 6~1an ~- R'?al ~egiatan i'<ET 

' "1 b l<ONTRAK Lau IRI> l !Rrl ) lnl (Ro l O Lal•, (!'qi ) IRPl lh1fRo I ~ 
I 

I I I 
JUMLAH I I I 

-, S KP D 
SUMBERDANA 
TUTUP BULAN 

REALI SAS I PENGGUNAAN DANA PEKERJ.t. ~NI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 
DI KABU?ATE!r<ARANGANYAR 



Yang dikcrjakan oleh alamat . 
berdasarkan surat pcrjanjian pernborongan nomor .. . . 
tanggal .•....................... dengan Surat Periruah Kerjn nomor 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. dengan biaya 
sebesar Rp. . .. .. . . . . . . . . .. . . . ... . r............... .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... . . . . . . .. . .... J 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Yang ditetapkan dengan Surat Keputusan PA/ KPA nomor 
..................... tahun , telah mengadakan pcnilaian has ii 

pekerjaan yang berupa : 

Anggota 
............... .... .. . .. pada 
Kabupaten Karanganyar, selaku 
Paniua Penerirna Hasil Pekerjaan. 

5. Nnma 
NIP. 
.Jabutun 

. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . pada . 
Kabupaien Karanganyar selaku Anggoia 
Panitia Penenma Hasil Pekerjaan 

4. Nama 
NIP. 
.Jabatan 

............................... pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota 
Panitia Penenma Hasil Pekerjaan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3. Nama 
NIP. 
.Jabatan 

. . . . . . .. .. .. . pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris 
Panitla Penerrma Hasil Pekerjaan. 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . 2. Narna 
NIP. 
.Jabaian 

.................... pada . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Kcrua 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

. . 
................................................................... l. Nama 

N I P. 
Jabatan 

Pad a hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bu Ian 
.......................... tahun dua ribu , yang bertanda 
tangan dibawah ini 

• • 

BERlTA ACARA PEMERJKSAAN DAN PENERJMAAN HASIL 
PEKERJAAN TAHUN 2017 KABUPATEN KARANGANYAR 

B. FORMAT BERI'fA ACARA PEMERIKSMN DAN PENERIMMN 
HASJL PEKERJMN 



2. Sekretaris ................. 

3. Ang&ota •••••••••••••• t •• 

4. Anggota .................. 
5. Anggota ...... ··········· 

Ketua 

Pt\N)TIA PENC:RIM;\ HASIL PEKE:RJAAN 

Denukian Serita Acara 101 dibuat rnenurut keadaan yang 
sebenarnya kemudian unruk dapat dipcrgunakan sebagairnana 
rnesunya 

• 

Setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan di 
lapangan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penyedie Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan 

dimaksud dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja dan 
Syarat-syarat (RKSJ dan perjanjiun pemborongan. 

2. Hasil perneriksaan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai 
•..••. 0o [sebagaimana terlarnpir]. 

3. Berdasarkan penilaian hasil pekerjaan tersebut, rnaka 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
oleh .. .... .. .. dinyaiakan dapat diterirna dan 
selanjutnya dapac dilakukan serah terima basil pekerjaan. 

• 



5. Anggota 

4. Anggoia 

3. Anggora 

' 

2. Sekretaris : 

1. Ketua 

PANITIA PEN.ER!MA HASIL PEKERJAAN 

• 
l., I TARGET REAU SAS I 

UrtA1.~.:1 PSKERJ.t.;.N ~)30T I BOBOT KETEMNGAN 
VOLUME SATUri'l . ) VOLUME S!ITUA!I (%} 

-··· I I 2 3 I ~ ! 5 6 7 . 8 9 

I 

11 I 

I 
I 

I I JUMLAH PERS::NT ASE I I 
SELURUH PEKERJAAN I 
TINGl'JI T PENYELESAIAN I J__ I I I I KEIM-JUAN PEKERJAAN ·- 

• • 

YANG DILAKSANAKAN OLEH . 
................................................... ·················· . 
LAMPlRAN PENlLAIAN/PE:\'IERIKSAAN PEKERJAAN 



Yang dikerjakan oleh alamal . .. . . . 
berdasarkan surat perjanjian pcrnborongan nornor 
tanggal dcngan Surat Perintah Kerja nomor 

........... tanggal . . dengan biava sebesar 
Rp ( ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

PIHAK KESATU rnenyerahkan kcpada P1HAK KEDUA untuk yang 
pertarna kcdua kali ••J, hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD 
tahun . . .... Kabupaten Karanganyar, yang bcrupa : ' t 

Pasal 1 

Berdasarkan Beriia Acara Pcrulnian dan Penerimaan Hasil 
Pekerjaan dari Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan ianggal 

.......... unruk p..11<et pengadaan pekerjaan 
............................................................ *') 
Pada hari dan tanggal terse but ciatas bersarna-sama mengadakan 
serah terirna pekerjaan kegiatan Dana APBD tahun . 
sebagai berikut : 

Selanjumya dlsebut PIHAK r(EDUA. 

. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. pad a . 
Kabupaten Karanganyar, selaku Pejabat 
Pem buat Kornitrnen Pak et Pekerjaan 

• • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • o • • • • • • o • • • • • o • • • • o • • • • • • I ' • • o • ' ' • • o o • • • • • • 2. Nama 
NIP. 
.Jabatan 

Dalarn ha! mi bertindak untuk dan aias 
nama perusahaan tersebut diacas. 
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

Direktur C'l. t PT. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 1. Nama 

-Jabaran 
Alarnat 

Pad a hari iru . . . .. . . . . .. . . . . . . tanggal .. . .. .. . . ..... .. . . bu Ian 
... tahun dua ribu , y2ng bertandatangan 

dlbawah ini 

PERTAMA / KEDUA UNTUK YANG ' 

SERITA ACARA SERi\H TERJMA HASIL PEKERJAAN KEG!ATAN 
DANA APBD TAHUN 2017 "-.A.BUPATEN KARANOANYAR 

C. FORMAT BERJTA ACARA SERAH TER.lMA H.'\SIL PEKERJAAN 
UNTUK YANG PERTA:vtA/KEDl1A 



JULIYATMONO ,. 
l 

ud 

t3UPArI KARANGANYAR, 

+I Klausul ini hanya diruangkan dalarn Senta Acara Serah 
Terirna I lasil Pckerjaan untuk yang periarna kali. 

~, l Pilih salah satu 

YANG MENYEl1AHKAN 
PIHAK KESATU ; 

Direktur PT./CV . 

YANG MENERJMA 
PlHAK KEDU.'\ : 

Pejabat Pembuat Kornitmen 
Pak et Pekerjaan . 

Oemikian Serita Acara ini dibuai dan ditandatangaru 
pada hari dan tanggal tersebut die tas kernudlan untuk dapat 
drpergunakan sebagaimana mesunj a. 

Pasal 3 •J 
Sesuai surat perjanjian pemborongan nomor Langgal 

. ... . . . ... ... pada pasal .. .. .. . maka biaya perneliharaan dan 
pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan terhitung 
mulai canggal sampai dengan tanggal menjadi 
tanggungjawab PIHAK KESATU. 

PIHAK l(EDU.A. telah menerima penyerahan yang 
perlama/kedua .... ) dari PIHAK KESA'l'U hasil pelaksanaan 
pekerjaan kegiatan APED tahun Kabupaten Karanganyar 
iersebut pasal 1 di atas dengan bark, lengkap dan dapat 
dipertanggungjawabkan mengenai teknis dan kualitasnya sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 2 


